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ABSTRAK

Nama . Putri Daryuli
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul . Notaris dan Benturan Kepentingan di Pikadal.

Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi, pasdal juga berkembang
pesat di banyak negara, termasuk Indonesia. Deogreembangnya pasar modal
ini, berkembang pula perhatian terhadap isu-isigyendapat di pasar modal, di
mana salah satunya adalah benturan kepentingam dedasaksi tertentu yang
diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. Masalenturan kepentingan
ini penting untuk diperhatikan karena mencakupipeéuingan terhadap investor,
terutama pemegang saham minoritas yang suarangi lbidnyak berpengaruh
dalam suatu transaksi, dan pada akhirnya seringi@an. Notaris, sebagai salah
satu profesi penunjang pasar modal, memiliki perayang besar jika terjadi
suatu transaksi yang mengandung benturan kepentinga Tesis ini akan
membahas mengenai peranan Notaris tersebut apaifjédi suatu transaksi yang
mengandung benturan kepentingan yang dilakukansalatu perusahaan terbuka.
Di sisi lain, benturan kepentingan tidak hanya aeab pada pengertian benturan
kepentingan yang dicantumkan dalam Peraturan Bapépamor IX.E.1. Pasar
modal melibatkan banyak pihak yang berkepentingdand suatu transaksi, tidak
terkecuali Notaris yang bekerja di bidang pasar ahodi mana situasi ini akan
mengakibatkan benturan kepentingan bagi Notariandahembuat akta terkait
transaksi tersebut. Tesis ini juga akan membahagyemai kewenangan Notaris
untuk membuat akta dalam situasi benturan kepeartingersebut dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yarkgitteserta Kode Etik
Notaris. Dari hasil pembahasan ditemukan bahwardakl terjadi suatu transaksi
yang mengandung benturan kepentingan tertentu,rildb@rperan untuk turut
memastikan transaksi tersebut dilakukan sesuaiasepegraturan yang berlaku.
Sedangkan mengenai kewenangan Notaris untuk menddiat jika terjadi
potensi benturan kepentingan, ternyata tidak jedéetur dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia sehingga Notaris eerpedoman pada Kode
Etik yang mengharuskan Notaris senantiasa bersikafependen dalam
menjalankan jabatannya.

Kata Kunci:
Notaris, benturan kepentingan, pasar modal
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ABSTRACT

Name : Putri Daryuli
Study Program : Magister of Notary
Title : Notary and the Conflict of Interest in CtgdiMarket

Along with the rapid growth of economic activitiesapital market also has its
growth in many countries, including Indonesia. By tgrowth of the capital
market activities, occured high attention for tkeuies happening around it; for
example is the issue concerning the conflict ofnest in a transaction which had
been regulated in Bapepam’s Regulation Number IX.Ehis conflict of interest
iIssue is crucial because it involves the protectbithe investor, especially the
minority shareholders who have very little influena deciding of a transaction,
and often suffer a loss in the end. Notary, as anie supporting profession in
capital market has a great role when a transatigdsh by a public listed company
with a conflict of interest occured. This thesidlwliscuss about that role notary
holds concerning that kind of transaction. On thieeo hand, the definition of
conflict of interest is not only limited to the dation regulated in Bapepam’s
Regulation Number IX.E.1. Capital market involvesrmy parties which have
their own share of interest in a transaction, aotdny is not an exception, and that
could lead that particular notary to a potentioraafonflict of interest in making
the title deed for that transaction. This thesidl wiso review about the
competence of a notary in making a title deed situation of conflict of interest,
which focuses on the regulations concerning theeissd also the Notary Rules.
From the discussion, it has been found that ontwatson when there is a
transaction with a conflict of interest, notary ydathe role to ensure the
submission to the regulations concerning the tietisa \Whereas concerning the
competence of a notary to make a title deed whemgbfaced to a situation of
conflict of interest regarding the notary itselt, has been found that the
regulations don’t regulate about it clearly, soamptneeds to see orientation from
Ethical Code of Notary as the guide for notariedddheir profession.

Keywords :
Notary, conflict of interest, capital market.
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BAB 1
PENDAHULUAN

11. LATARBELAKANG

Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Trangdkiasi merupakan
hal yang sangat sulit untuk dihindari. Transakgest ini biasa dipraktekkan
dalam melakukan transaksi bisnis dimana para pylaalg melakukartorporate
action memiliki benturan kepentingan atau mempunyai hghaan afiliasi.
Meskipun pada prinsipnya transaksi bisnis tersbbdtjuan untuk meminimalisir
resiko, mempermudah komunikasi, atau melanggendkdoungan bisnis para
pihak yang telah terjalin, namun potensi benturaepektingan dan
penyalahgunaan pihak terafiliasi dalam suatu tksisdapat merugikan para
pemangku kepentingan tertentu atau pemegang saBarama pemegang saham
minoritas.

Pengertian benturan kepentingan adalah perbedataraakepentingan
ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonorbiadpmlirektur, komisaris,
pemegang saham utama perusahaan dalam suatu siayeadr dapat merugikan
perusahaan karena adanya penetapan harga yangvagak(Peraturan Bapepam
Nomor IX.E.1 angka 1 huruf e).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar IMgsd&anjutnya
disebut UUPM) mengatur mengenai transaksi yang amehgng benturan
kepentingandonflict of interestdalam Pasal 82 ayat (2) UUPM. Pasal 82 ayat (2)
UUPM menegaskan bahwa Badan Pengawas Pasar Medhj(gnya disebut
Bapepam) dapat mewajibkan emiten atau perusahdalik puntuk memperoleh
persetujuan mayoritas pemegang saham independerk weicara sah dapat
melakukan transaksi yang berbenturan kepentingaaitu y kepentingan-
kepentingan ekonomis emiten atau perusahaan puldikgan kepentingan
ekonomis pribadi direksi atau komisaris atau juga@gang saham utama emiten
atau perusahaan pubfikUUPM mencantumkan ketentuan mengenai hal ini

! Indonesia,Undang-Undang tentang Pasar ModaJU No.8 Tahun 1995, LN No.64
Tahun 1995, TLN No0.3608, Pasal 82 ayat (2).

Universitas Indonesia
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menandakan bahwa praktik demikian telah berlangdanta dan berpotensi
merugikan salah pihak, karena adanya unsur kolasi gelanggaran terhadap
prinsip keterbukaan informasi.

Pada prinsipnya hukum tidak melarang dilakukanngansiksi yang
mengandung benturan kepentingan tersebut. Akampitetakum mengaturnya
sedemikian rupa sehingga diharapkan dengan peagaiensebut, seandainyapun
terjadi transaksi yang mengandung benturan kepganirtiertentu, kemungkinan
kerugian terhadap pihak tertentu yang dapat merkabu ketidakadilan
diharapkan dapat diredam. Inilah yang paling jaahgydapat dilakukan oleh
sektor hukum terhadap transaksi seperti itu, walayga dilihat dari keuntungan
bagi pelaku transaksi yang mempunyai benturan keyem, seperti dalam kasus
akuisisi internal, tetap saja pihak pelakunya mewipa keuntungan yang tidak
layak. Misalnya pihak pelakunya dapat memperolehgagual beli saham,
sedangkan setelah jual beli dilakukan yang beraaagkmasih tidak kehilangan
sahamnya.

Terkait pengaturan ini, maka tentunya akan muneutapyaan: Mengapa
pelaksanaan kegiatan yang dapat merugikan perusdtzas diatur? Mengapa
tidak dilarang saja?

Ada alasan mendasar mengapa transaksi yang memganBenturan
Kepentingan ini tidak dilarang dan justru harudufigelaksanaannya. Meskipun
“transaksi yang menguntungkan” atau “transaksi yamerugikan” terkesan
mudah untuk dibedakan, dalam praktek seringkalit sulituk menilai apakah
suatu transaksi menguntungkan atau merugikan. Tigak&ng perusahaan
mengalami kondisi dimana transaksi yang tampak gikan sebenarnya
merupakan transaksi yang menguntungkan. Karenasakan yang tampak
merugikan tersebut sebenarnya menguntungkan bagsalean, maka tentunya
kegiatan tersebut tidak boleh dilarang. Disinilagrlpnya ada ketentuan yang
mengatur prosedur untuk melakukan transaksi yangger&lung Benturan
Kepentingan. Peraturan ini memberikan prosedur yemgs dijalankan dalam hal

suatu perusahaan bermaksud melakukan kegiatangampgk merugikan, namun

2 Munir Fuady,Pasar Modal Modern (Tinjauan HukunBuku Kedua(Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2003), hal. 190.
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sebenarnya merupakan kegiatan yang menguntungkaengad adanya

pengaturan yang jelas, manajemen perusahaan tajat dipersalahkan apabila

melakukan transaksi yang tampak merugikan namuaensebya menguntungkan
sepanjang transaksi tersebut diambil melalui prasg@éng ditentukan dalam
peraturan. Di lain pihak, manajemen juga tidak tapelakukan transaksi yang
merugikan perusahaan dengan semata-mata berardpahesm transaksi tersebut
menguntungkan perusahaan, karena sudah ada progmuyrharus dijalankan
manajemen apabila hendak melakukan transaksi yemgkian®

Sejak dikeluarkan tahun 1996, Peraturan BapepamoNdX.E.1 telah

mengalami 4 kali penyempurnaan, yaitu tahun 198yt 2000, tahun 2008 dan
tahun 2009. Tujuan penyempurnaan tersebut tidak dalalah agar Peraturan

Bapepam Nomor IX.E.1 senantiasa mengikuti kebutubasar yang terus

berkembang. Dari beberapa penyempurnaan yang Bdakupenyempurnaan

yang paling signifikan terjadi pada saat dikeluarigm Peraturan Bapepam

Nomor IX.E.1 revisi tahun 2008. Perbedaan yangnpgalmendasar antara

Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 sebelum revisi taB0@8 dan Peraturan

Bapepam Nomor IX.E.1 revisi tahun 2008 dan setglahadalah mengenai

pengaturan atas Transaksi Afiliasi. Peraturan Bapeplomor IX.E.1 sebelum

tahun 2008 tidak mengatur tentang Transaksi Afjli@@dangkan Peraturan

Bapepam Nomor IX.E.1 yang dikeluarkan sejak retabun 2008 mengatur hal

tersebut.

Secara prinsip peraturan ini bertujuan :

1. Melindungi kepentingan pemegang saham independerg yamumnya
merupakan pemegang saham minoritas dari perbuadag ynelampaui
kewenangan direksi dan komisaris serta pemegangnsaltama dalam
melakukan transaksi benturan kepentingan tertdPaigg] 82 ayat (2) UUPM
jo. Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1).

2. Mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaandaieksi, komisaris

atau pemegang saham utama untuk melakukan trangakgi mengandung

% | Made B. TirthayatraBenturan Kepentingarhttp://made-tirthayatra.blogspot.com,
28 Oktober 2010.
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benturan kepentingan tertentu (Pasal 82 ayat (2PMUjo. Peraturan

Bapepam Nomor IX.E.1).

Melaksanakan prinsip keterbukaan dan penghormatamadap hak

pemegang saham berdasarkan asas kesetaraan, jparsegmegang saham
independen yang mewakili lebih dari 50% pemeganigarsa yang ada

merupakan keharusan (Pasal 86 ayat (1) UUPM).

Salah satu alasan hak-hak pemegang saham mingeths dilindungi
adalah karena sifat dan kedudukan pemegang sahaoritas yang cenderung
lemah dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Goydo saja dalam hal
pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Sahdamjseya disebut
RUPS) yang berdasarkan suara mayoritas yang secauan dianggap paling
demokratis, namun tidak selamarfg&r bagi pemegang saham minoritas. Karena
itulah timbul prinsip yang disebut dengdikekuasaan mayoritas dengan
perlindungan minoritas (majority rule minority pesttion).”

Dalam rangka meningkatkan investasi, peran negaland menciptakan
kondisi perekonomian dan kondisi-kondisi tertentutult menjamin investasi
menjadi suatu faktor penting yang harus diperhatikatuk mendatangkan dan
menumbuhkan minat investasi di negara ini. Perligdin terhadap investor dan
penegakan hukum yang baik akan menciptakan pasdalmnyang lebih efisien,
nilai ekuitas yang tinggi, serta pertumbuhan ekangang lebih cepat.

Peraturan tentang benturan kepentingan transaksnte memberikan
koridor yang akan membatasi pengambilan keputudah pihak-pihak yang
berkuasa seperti pemegang saham mayoritas, dimddesikomisaris perseroan,
untuk bersepakat mengenai transaksi tertentu yaegbarikan keuntungan
kepada pihak-pihak tersebut dengan mengabaikaddrakepentingan pemegang
saham minoritas. Pada dasarnya ketentuan mengansaaksi yang mengandung
benturan kepentingan tertentu bersifat preventénenapkan prinsip keterbukaan

sebagai asas fundamental dalam pasar modal dah lel@mberdayakan

* Munir Fuady,Perseroan Terbatas Paradigma Banet.1, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2001), hal. 172.

> Emmy YuhasarieProsiding-Kredit Sindikasi dan RestrukturisasiJakarta: Pusat
Pengkajian Hukum, 2004), hal. xxii.
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pemegang saham minoritas dan sekaligus mendidilekaeagar memahami
haknya®

Salah satu prosedur yang harus diselesaikan untlkkokan transaksi
yang mengandung benturan kepentingan adalah peisetdari pemegang saham
independen yang harus dituangkan dalam bentuk radtariil. Di sini terlihat
peran Notaris selaku salah satu profesi penunjagarpmodal sebagaimana
disebutkan di dalam Pasal 64 UUPM, khususnya datsamsaksi yang
mengandung benturan kepentingan tertentu yangutiéakperseroan.

Benturan kepentingan di dalam pasar modal bukanyahamengenai
benturan kepentingan sebagaimana diatur di dalamatui?en Bapepam Nomor
IX.E.1, melainkan juga dapat terjadi pada suatosi@éisi antara para pihak yang
terlibat dalam pasar modal, misalnya saja profesiupjang pasar modal yang
salah satunya adalah Notaris.

Notaris adalah profesi yang tidak berpihak. Dalammibuat suatu akta,
independensi Notaris harus benar-benar tercermmadia akta yang dibuat oleh
Notaris sedapat mungkin tidak memberikan keuntungamg tidak seimbang
antara para pihak yang terlibat dalam akta, ataupimak-pihak yang akan
terpengaruh oleh akta. Pasal 16 huruf a Undang-unéié&omor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUdlhgatur bahwa Notaris
wajib: “bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak rfs@ak, dan menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan imiku

Di sisi lain, dalam pasar modal banyak sekali pilyakg terlibat atau
terafiliasi dan memperoleh efek dari setiap kegiatau transaksi yang dilakukan
oleh suatu perseroan terbuka. Dalam hal ini, tide#kecuali Notaris yang
merupakan salah satu profesi penunjang pasar mB@a. saja Notaris, bukan
sebagai jabatannya melainkan sebagai individu, ilemaham atau kerabat atau
terafiliasi dengan cara apapun dengan perusahabokée Hal tersebut bisa
mempengaruhi kinerja Notaris sebagai pejabat pemakia yang seharusnya
tidak berpihak dalam membuat aktanya. Dalam hafinmbul pertanyaan, sejauh

mana kewenangan Notaris untuk menjalankan kewenaggasebagai profesi

® M. Irsan Nasarudin dan Indra Suryespek hukum Pasar Modal Indonegidakarta:
Kencana, 2004), hal. 242-243.
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penunjang pasar modal, khususnya dalam pembuatan jida terjadi potensi
benturan kepentingan antara Notaris dengan Emmien i

Untuk menjawab pertanyaan ini, mula-mula harusjdgegauh apa Notaris
dapat dikatakan memiliki benturan kepentingan aiaugfiliasi dengan emiten
berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidzagpr modal serta
peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentatgtan Notaris. Melalui
pembahasan tersebut kemudian akan diperoleh bétasasan yang diberikan
pada Notaris dalam pembuatan akta karena adangagpdtenturan kepentingan,
dan pada akhirnya akan memastikan bagaimana seljarssorang Notaris pasar
modal menjalankan jabatannya dalam hal benturarerikgm@an ini untuk
menghasilkan situasi profesional jabatan Notarisgy@eal, tidak memihak, dan
bertanggung jawab, yang pada gilirannya akan metbklm investasi di pasar
modal Indonesia untuk berjalan dengan baik danstagiperekonomian di bidang
pasar modal juga akan semakin berkembang.

1.2. POKOK PERMASALAHAN
Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisantara lain sebagai
berikut:
1. Bagaimanakah peran Notaris apabila terjadi suatansaksi yang
mengandung benturan kepentingan tertentu yangutkéakoleh perseroan?
2. Bagaimana batasan bagi Notaris untuk menjalankawewangnya jika
terlibat dalam suatu afiliasi atau potensi bentukapentingan dalam suatu

transaksi?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Umum
Untuk mendapatkan pengetahuan yang relatif lengkaptang
transaksi yang mengandung benturan kepentingaentertserta peranan
Notaris jika terjadi transaksi benturan kepentingarsebut, serta batasan
kewenangan bagi Notaris yang memiliki benturan képgan dalam pasar

modal.
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1.3.2. Tujuan Khusus
1. Untuk mengetahui peranan Notaris sebagai salalpsatesi penunjang
pasar modal dalam suatu transaksi yang mengandwerjuran
kepentingan tertentu.
2. Untuk mengetahui batasan bagi Notaris untuk memjala
wewenangnya jika terlibat dalam suatu afiliasi at@enturan

kepentingan dalam suatu transaksi.

14. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang dilakukan peneliti adalahnegd#ian yuridis-
normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukunutes.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alatqeenpulan data berupa
studi dokumen.

Dalam kegiatan pengumpulan dan analisis data, pemeénggunakan
perpaduan dari beberapa tipologi penelitian, anf@ra penelitan eksplanatoris
dan penelitian berfokus masalah.

Penelitian eksplanatoris adalah penelitian yang tupgm untuk
menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suafalagedan bersifat
mempertegas hipotesa yang A&dd@engan tipologi eksplanatoris, peneliti
bermaksud untuk menjelaskan bagaimana hubungarraamataris dengan
transaksi yang memiliki benturan kepentingan diapasodal dengan berdasar
penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelyann

Penelitian berfokus masalah adalah penelitian yamgnghubungkan
penelitian murni dengan penelitian terapan. Dalaneftian ini, permasalahan
yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihatd@nya antara teori dan praktek.
Dengan tipologi penelitian berfokus masalah, péngdirmaksud untuk menelaah
segi teori dalam hal ini berarti sisi hukum damnsaksi yang mengandung
benturan kepentingan tertentu, juga hubungannyagatenNotaris dan

kewenangan Notaris untuk membuat akta sebagaigiq@é@unjang pasar modal.

" Sri Mamudjj et al., Metode Penelitian dan Penulisan Huku@@epok: Badan

Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004l. 4.

8 Ibid., hal. 5.
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Berdasarkan alat pengumpulan data yang digunakeaim péneliti, yaitu
studi dokumen, data yang digunakan untuk peneld@alah data sekunder. Data
sekunder yang digunakan adalah pustaka hukum, pendasarkan kekuatan
mengikatnya diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sumber Primer
Sumber primer yang digunakan peneliti adalah Undamdang, Peraturan
Pemerintah, serta Peraturan Bapepam yang berk@ddéagan transaksi yang
mengandung benturan kepentingan tertentu dan jabéttaris.

2. Sumber Sekunder
Sumber sekunder yang digunakan oleh peneliti arltraartikel ilmiah,
buku, tesis, serta disertasi, yang membahas transaing mengandung
benturan kepentingan tertentu dan jabatan Notaasgs dari segi hukum
maupun ekonomi.

3. Sumber Tersier
Sumber tersier yang digunakan oleh peneliti adkéahus yang memberikan
definisi-definisi dalam batasan masalah yang diiteli

Metode analisis data yang digunakan peneliti adatetode kualitatif, di
mana peneliti akan menganalisis data-data yangmdkean terkait dengan
pelaksanaan transaksi yang mengandung benturan ntkegsn tertentu
berdasarkan pemaknaan peneliti.

Sesuai dengan tipologi penelitian yang digunakamtuk hasil penelitian
yang dilakukan peneliti adalah penjelasan secanadaleam tentang gejala yang
diteliti, disertai dengan masalah-masalah terkajalg tersebut baik dari segi
hukum tertulis, maupun praktek. Dalam hal ini,raréi hasil penelitiannya adalah
berupa penjelasan secara mendalam terkait prafdakaksi yang mengandung
benturan kepentingan tertentu serta pengungkapaalamamasalah yang ditemui
dalam praktek tersebut dikaitkan dengan profesiaNmt baik dari segi hukum

secara teoritis, maupun praktek dalam kegiatanspbaan.

15 SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan tesis ini akan dibahas dalam empat lzeiy snasing-masing akan
dibagi lagi ke dalam sub-sub bab.
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Untuk mempermudah pembahasan, karya tulis ini dimdéngan Bab 1,
yaitu Bab Pendahuluan yang menguraikan latar betakperumusan masalah,
tujuan penelitian, metode penelitian, kearangkaritteodan konsep, serta
sistematika penulisan.

Bab 2 akan membahas pokok permasalahan yang perBabaini akan
diawali dengan pembahasan tentang teori-teori b@mtikepentingan serta
pengaturannya. Selanjutnya akan dibahas tentanggjikenw Direksi dalam
transaksi yang mengandung benturan kepentingamdk&dn pemegang saham
minoritas daalm suatu perseroan, dan perlindungawg giberikan pada mereka.
Kemudian akan dilanjutkan dengan teori untuk meajawokok permasalahan
yang pertama, yaitu tentang peranan Notaris datansdksi yang mengandung
benturan kepentingan. Dimulai dari hal-hal umumesgpengertian Notaris dan
pengaturan jabatan Notaris dalam UUJN, kemudiaangitkan dengan peranan
Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal téhid dengan jawaban akan
pokok permasalahan yang pertama, mengenai perang@ridNdalam transaksi
yang mengandung benturan kepentingan.

Kemudian Bab 3 akan membahas tentang batasan kegambaagi Notaris
untuk membuat akta dalam hal terdapat potensi bmmtéepentingan antara
Notaris dan emiten. Sebelumnya akan dibahas tbarldahulu sebagai bahan
analisis, sejauh apa Notaris dapat dikatakan mi@milenturan kepentingan
ataupun afiliasi dengan Emiten yang akan mempehgardependensinya dalam
pembuatan akta.

Akhirnya Bab 4 merupakan bab penutup yang membeiksimpulan dari
seluruh pembahasan yang telah diberikan dalam iganuini serta saran-saran
terkait pembahasan yang mungkin bermanfaat baditiprehukum, terutama
Notaris, maupun masyarakat luas dalam praktek patsan transaksi yang
mengandung benturan kepentingan tertentu di masadatang.
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BAB 2
PERAN NOTARISAPABILA TERJADI SUATU TRANSAKSI YANG
MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN TERTENTU

2.1. BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PASAR MODAL

2.1.1. Pengertian Benturan Kepentingan Transaks Tertentu

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, suatu persabermasuk
perusahaan publik tidak pernah terlepas dari kagittansaksi dengan perusahaan
lain guna menjalankan strategi bisnis, mencari kewgan maksimal, serta
meningkatkan peluang usaha. Namun ada kalanyaalsingersebut dilakukan
dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribtatkait transaksi yang
akan dilaksanakan itu, misalnya transaksi yandgudKan oleh perusahaan dengan
direktur, komisaris, atau pemegang saham utamtg pérak terafiliasi lainnya.
Dalam hal ini, tidak dapat dihindarkan adanya peala@a kepentingan ekonomis
antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan tke@anekonomis pribadi
pihak-pihak direktur, komisaris, pemegang sahanmataatau pihak terafiliasi
lainnya tersebut.

Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modahyebut
perbedaan kepentingan ekonomis ini dengan istegtuoan kepentingan. Huruf e
Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 menyatakan pengeegaturan kepentingan
sebagai berikut:

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kegeamtekonomis
perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadiotandgireksi,
anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utangadapat
merugikan Perusahaan dimaksud.

Dengan demikian, untuk dapat dikatakan adanya bemtkepentingan,
harus dipenuhi terlebih dahulu unsur-unsur sebagyakut:

1. Adanya transaksi, yaitu suatu aktivitas atau kdntalam rangka

memberikan dan/atau mendapat pinjaman, mempenolelepaskan, atau

menggunakan aktiva, jasa, atau efek suatu perusadiaa perusahaan

° Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuanga®it.

Universitas Indonesia
Notaris dan benturan..., Putri Daryuli, FH Ul, 2012.



11

terkendali, atau mengadakan kontrak sehubungan aderaktivitas
tersebut.

2. Adanya benturan kepentingan;

3. Benturan kepentingan tersebut adalah antara pexasatengan komisaris
atau direktur atau pemegang saham utama;

4. Kepentingan yang berbenturan adalah kepentingamoehis

5. Transaksi tersebut berpeluang merugikan perusahaan.

Unsur yang kelima, yakni mengenai adanya resikaigian perusahaan
akibat transaksi merupakan unsur baru yang ditak@malsejak diubahnya
Peraturan Bapepam IX.E.1 pada tahun 2008, yang diemulisempurnakan lagi
pada tahun 2009. Pada Peraturan Bapepam IX.E.llusebdiadakannya
perubahan pada tahun 2008 tersebut, unsur adamygide perusahaan tidak
dicantumkan sebagai pengertian dari transaksi yar@pgandung benturan
kepentingan.

Dalam praktiknya, penambahan unsur “merugikan Edvasn” ini
memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap saelaBin transaksi yang
mengandung benturan kepentingan dalam kegiatarr pagdal di Indonesia.
Sejak ditambahkannya unsur tersebut, pelaku usebih Iberhati-hati untuk
melakukan transaksi yang mengandung benturan kagantdan oleh karenanya
jumlah transaksi dimaksud yang dilaporkan kepadgeBam mengalami
penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabksrusahaan tidak ingin
mengambil resiko dilabeli sebagai perusahaan yastpkukan transaksi yang
merugikan perusahaan, khususnya para pemegang samamvestor, yang pada
akhirnya akan merusak citra perusahaan dimaksohti publik.

Di atas telah disebutkan unsur-unsur transaksi yagggandung benturan
kepentingan seperti yang diatur dalam PeraturanddiE.1. Dalam peraturan
tersebut, disebutkan juga transaksi-transaksi ydikgcualikan dari ketentuan

mengenai benturan kepentingan, antara'tain:

9 Munir Fuady,Op.Cit, hal.190-191.

! Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga KeuaBga®it., Angka 3 huruf c.
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. Penggunaan setiap fasilitas yang diberikan olehudd@aan atau
Perusahaan Terkendali kepada anggota Dewan Kogjisanggota
Direksi, dan/atau pemegang saham utama dalam imaégag saham
utama juga menjabat sebagai Karyawan, dan fasii@esebut langsung
berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhaelasdPaan dan
sesuai dengan kebijakan Perusahaan, serta tekthjdiRUPS;
. Transaksi antara Perusahaan baik dengan Karyawggot Direksi, atau
anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terkendali, Btansaksi antara
Perusahaan Terkendali baik dengan Karyawan, angDotksi, atau
anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terkendali bietrsemaupun
dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota BeWamisaris
Perusahaan dengan persyaratan yang sama, sepaajategsebut telah
disetujui RUPS.
Dalam Transaksi tersebut termasuk pula manfaat ydibgrikan oleh
Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada Kemyaavan, anggota
Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dengan peatam yang sama,
menurut kebijakan yang ditetapkan Perusahaan;
. Imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dam/etanfaat khusus yang
diberikan  kepada anggota Dewan Komisaris, anggoieeks), dan
pemegang saham utama yang juga sebagai Karyawarjujnlah secara
keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan ddéguoran keuangan
berkala;
. Transaksi berkelanjutan yang dilakukan sesudahsBeaan melakukan
Penawaran Umum atau setelah pernyataan pendasitbagai Perusahaan
Publik menjadi efektif, dengan persyaratan:
a. Transaksi awal yang mendasari Transaksi selanjueigh memenuhi
Peraturan ini; dan
b. Syarat dan kondisi Transaksi tidak mengalami pdrabayang dapat
merugikan Perusahaan;
. Transaksi dengan nilai Transaksi tidak melebihi%®,thol koma lima
perseratus) dari modal disetor Perusahaan dan tmlalebihi jumlah
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
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6. Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan sebabtdisp@aan peraturan
perundang-undangan atau putusan pengadilan; dan/ata

7. Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaamdarkgng saham
atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilpaluh sembilan
perseratus) atau antara sesama Perusahaan Terkgntalsaham atau
modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan pulubembilan
perseratus) oleh Perusahaan dimaksud.

Transaksi-transaksi tersebut di atas yang juga pa&an Transaksi
Afiliasi tetap mengikuti ketentuan mengenai Trarssakfiliasi sebagaimana
diatur dalam angka 2 Peraturan Bapepam Nomor IXE.1

UUPM mengatur mengenai transaksi yang mengandungturae
kepentingandonflict of interestdalam Pasal 82 ayat (2). UUPM mencantumkan
ketentuan mengenai hal ini menandakan bahwa prakeknikian telah
berlangsung lama dan berpotensi merugikan salah magk, karena adanya
unsur kolusi dan pelanggaran terhadap prinsip fekean informast® UUPM
Pasal 82 ayat (2) menyebutkan:

“Bapepam dapat mewajibkan emiten atau perusahahlk puntuk
memperoleh persetujuan mayoritas pemegang sahaepanden
untuk secara sah dapat melakukan transaksi yanberteran
kepentingan, yaitu kepentingan-kepentingan ekonoemsten atau
perusahaan publik dengan kepentingan ekonomisdirtheeksi atau
komisarli4s atau juga pemegang saham utama emitenpatasahaan
publik”.

Bapepam mempertegas kata dapat mewajibkan pada URH2sl 82 ayat

(2) menjadi suatu keharusan melalui Peraturan Bapdgomor IX.E.1 Angka 3

huruf a , yang berbunyi sebagai berikut:

“Transaksi yang mengandung benturan kepentingamb wajlebih
dahulu disetujui oleh para Pemegang Saham Indepeaide wakil
mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUR&&gamana

21bid., Angka 3 huruf d.
3 M. Irsan Nasarudin dan Indra Surg@p.Cit, hal.241.

% Indonesialndang-Undang tentang Pasar Mogd@lp.Cit., Pasal 82 ayat (2).
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diatur dalam Peraturan ini. Persetujuan mengenlatensebut harus
ditegaskan dalam bentuk akta notarifl.”

Dengan demikian peraturan pelaksana ini lebih tefgas secara hukum
ketegasan itu jauh lebih menguntungkan di dalanegeakan hukum.
Beberapa hal yang berpotensi mendorong terjadirg@saksi benturan
kepentingan dapat dikarenakan beberapa hal, dényardalat®
1. Kepentingan diri sendirb@sic self dealing

Banyak perusahaan publik atau perusahaan tercatayy yli dalam
kepengurusan perusahaan juga dijabat oleh piha$f iemafiliasi dengan
pemegang saham utama. Seringkali, pemegang sahama ujuga
memiliki perusahaan-perusahaan lain yang kadangkga melakukan
transaksi dengan perusahaan publik atau perusatemeatat. Dalam
kondisi demikian, terjadi potensi timbulnya bentuteepentingan antara
pengurus yang merupakan pihak terafiliasi denganospdaan lain yang
melakukan transaksi dengan perusahaan publik aaisghaan tercatat,
dimana transaksi yang dilakukan memiliki kecendgam untuk
menguntungkan diri sendiri sebagai pemegang sahayontas. Sebagai
pihak yang dapat mengatur dan mengontrol jalanmgasaksi, maka
potensi pihak tersebut untuk membuat transaksi aaemidak wajar atau
menguntungkan dirinya sendiri sangat besar. Akilaai potensi tersebut
tentunya pemegang saham yang lain, yang tidak barigan secara
langsung dengan pemegang saham mayoritas menjagatsdirugikan
karena kerugian akibat transaksi yang dilakukamrsetidak wajar akan
berpengaruh terhadap nilai dari perusahaan putaik perusahaan tercatat
akibat berkurangnya keuntungan bersih yang nantean dibagikan
kepada seluruh pemegang saham dalam bentuk dividen.

2. Kompensasi bagi pengurus/manajemexetutive compensatipn

!> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga KeuaBga®it, Angka 3 huruf a.

'® Robert Charles ClarlGorporate Law (Aspen Law & Business, Aspen Publisher Inc.,
1986), hal. 141, dalam Heryadi Indrakusum@jauan Hukum Atas Efektivitas Perlindungan
Kepada Pemegang Saham Minoritas/Independen Padas@kai Benturan Kepentinga(Tesis
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitasbgia, 2006), hal 41-43.
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Dalam praktek, banyak perusahaan publik atau peaasa tercatat
memberikan kompensasi berbentuk saham kepadarjajaaajemen atau
eksekutifnya yang biasanya dikenal sebagai progoemberian saham
bagi karyawan atae@mployee/management stock option pléandisi ini
berpotensi menguntungkan pihak manajemen, karenangade
kemampuannya untuk mengendalikan dan mempengalahinya operasi
perusahaan, pihak manajemen dapat dengan mudamtuene kapan
saat yang paling tepat untuk melaksanakan atau -‘evergisehaknya
untuk membeli saham perseroan melalui progesmployee/management
stock option pla yang telah disetujui oleh para pemegang sahamdikio
ini tentunya menjadi tidafair bagi pemegang saham yang lain, mengingat
biasanya harga pelaksanaamployee/management stock option plan
ditetapkan lebih rendah dari harga pasar. Akib&igooya sebagai orang
dalam {nsiden, manajemen dapat mengetahui saat terbaik untuuade
atau membeli saham yang dimilikinya  dari program
employee/management stock option plan

. Pengambilalihan aset perseroéme(taking of corporation or shareholder
property)

Kemampuan mengendalikan perusahaan dan penempdtak pang
dapat mewakili kepentingannya dalam suatu perusahaerpotensi
menjadi salah satu penyebab terjadinya transaksiutz kepentingan.
Dengan berbagai kemampuannya untuk merekayasa saatiaksi yang
seolah-olah menguntungkan perusahaan dalam jaragkang, seringkali
terjadi pengambilalihan aset milik perusahaan gb#ak pengendali.
Sebagai contoh, kewajiban untuk membeli lisensnggenaan merk
terkenal yang dimiliki induk perusahaan dan membag@arangkaian
royalti atas bantuan teknis yang diberikan indukupghaan kepada anak
perusahaan, dapat mengakibatkan adanya aliran lesleiar dari
perusahaan yang menguntungkan perusahaan induka sesgihak dan
tidak memberikan keuntungan nyata bagi pemegarepsahblik.

. Tindakan korporasi dengan beberapa motivasirporate action with

mixed motives
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Robert Charles Clarks dalam bukunya berjud@orporate Law
memberikan contoh motif benturan kepentingan meldindakan
korporasi. Manajemen suatu perusahaan publik atausphaan tercatat
mengambil keputusan untuk melakukan pembelian kémbaham
perseroan dari pihak yang menyatakan akan memp@dgendali baru
perusahaan tercatat. Konsekuensi masuknya pengebdal adalah
adanya kemungkinan penerapan sejumlah kebijakamu bamasuk
kemungkinan penggantian jajaran manajemen. Untuklindungi
kepentingannya, manajemen dapat memutuskan untukakoken
pembelian kembali saham pihak tersebut dengan Ipaegaium, sehingga
pihak tersebut tidak menjadi pengendali baru. Dendemikian posisi
manajemen akan terjaga. Pembelian dengan hargaupneakan sangat
merugikan perusahaan, karena perusahaan akan ngeml&kesempatan
(opportunity losy untuk melakukan investasi di bidang lain atau
menambah kapasitas operasionalnya dengan dana dipeggunakan

tersebut.

Ketentuan mengenai transaksi yang mengandung enkepentingan
tertentu menunjukkan bahwa peraturan perundangAagasa di bidang pasar
modal menjunjung hak dan perlindungan pemegangnsabaatu perseroan
berdasarkan asas kesetaraan. Setiap pemegang sabara hukum dinyatakan
berhak untuk ikut menentukan kebijakan perseroakeian dengan pengambilan
keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUR§)tgamat penting

dan membawa dampak bagi kepentingan pemegang saham.

2.1.2. Sgarah Diberlakukannya Peraturan Tentang Benturan Kepentingan
Transaks Tertentu
Aturan awal mengenai transaksi yang menganduntutankepentingan
tertentu terdapat dalam Pasal 82 ayat (2) UUPMr8egmng telah disebutkan di
atas, yang memberikan pengertian benturan kepamidgn mengatur kewajiban

" M. Irsan Nasarudin dan Indra Sur@p.Cit, hal.242
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memperoleh persetujuan mayoritas pemegang sahaependen untuk dapat
melakukan transaksi yang mengandung benturan kaeganttersebut.

Setelah pengaturan di dalam UUPM, masalah trangakg mengandung
benturan kepentingan diatur lebih lanjut di dalasra®iran Bapepam Nomor
IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kejiegan Tertentu.

Lahirnya Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 merupalespon terhadap
konflik kepentingan ¢onflict of interest yang biasanya menguntungkan pihak-
pihak tertentu, karena adanya kolusi yang didasapkala kewenangan dan tidak
transparannya proses pengambilan keputu§anPemberlakuan Peraturan
Bapepam Nomor IX.E.1 adalah untuk mengantisipasbysgan pihak-pihak
tertentu yang mengandung konflik kepentingan yaisgildhkan dengan benturan
kepentingan transaksi tertentu. Dari sisi lain, perfakuan ketentuan ini sejalan
dengan prinsipgood corporate governangceaitu menghormati hak pemegang
saham, memberikan perlakuan sama di antara pemagaagn, dan melindungi
kepentingan pemegang saham minaritas. Prinsipyaiadalah penerapan prinsip
keterbukaan. Otoritas pasar modal, Bapepam, tidakgategorikan tindakan
melakukan transaksi yang mengandung benturan kepgant sebagai suatu
pelanggaran sepanjang mendapat persetujuan daggaeig saham sesuai dengan
prosedur yang dimuat dalam ketentuan mengena itu.

Sejak dikeluarkan tahun 1996, Peraturan BapepamoNdKE.1 telah
mengalami 4 kali penyempurnaan, yaitu tahun 19hunt 2000, tahun 2008 dan
tahun 2009. Penyempurnaan peraturan tersebut dihiedes untuk meningkatkan
Prinsip Keterbukaan dan perlindungan terhadap pangegaham independen atas
transaksi yang dilakukan oleh Emiten atau Perusatzblik dengan pihak
terafiliasinya serta dalam rangka mempertegas dksnsyang mempunyai
benturan kepentingan yang membutuhkan persetuprégbih dahulu dari para
pemegang saham independen. Dalam peraturan tersetiata lain diatur
keterbukaan atas transaksi yang dilakukan olehsBbeaan (Emiten yang telah

melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas @&atusahaan Publik)

8 1bid., hal. 244

9 |bid, hal. 245-246.
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dengan Pihak Terafiliasinya (Transaksi Afiliasijkogang mengandung benturan
kepentingan maupun tid&R.

Beberapa pokok penyempurnaan yang diatur dalamupanadimaksud
antara lairf!

1. Menambahkan pengertian Transaksi Afiliasi yaitu nBaksi yang
dilakukan oleh Perusahaan dengan Afiliasi dari sraan;

2. Menyempurnakan pengertian Benturan Kepentingamdalatu transaksi
yaitu perbedaan kepentingan ekonomis perusahaaiteferyang telah
melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas gewsahaan
publik) dengan kepentingan ekonomis pribadi direktkkomisaris,
dan/atau pemegang saham utama perusahaan dalamtranagksi yang
dapat merugikan perusahaan karena adanya pendiapga yang tidak
wajar.

3. Perusahaan yang melakukan transaksi dengan afjleagiada prinsipnya
wajib melakukan keterbukaan informasi kepada Bapepl dan
mengumumkan kepada masyarakat paling lambat aldnir Kerja ke-2
setelah terjadinya transaksi.

4. Terdapat penambahan pada pengecualian transakgi ry@mgandung
unsur benturan kepentingan.

5. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikgadae Bapepam-
LK laporan hasil pelaksanaan transaksi yang mengurenturan
kepentingan paling lambat akhir hari kerja ke-2ksét tanggal terjadinya
transaksi.

Sebelum revisi tahun 2008, Peraturan No. IX.Erdyhanengatur tentang
transaksi Benturan Kepentingan, dan tidak menyinggmengenai Transaksi
Afiliasi. Peraturan ini mewajibkan transaksi yangengandung Benturan
Kepentingan mendapat persetujuan pemegang sahaepemdien. Meskipun

terlihat sederhana, pengawasan atas pelaksanaanrparini mengalami banyak

' Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga KeuaRgess Release Penerbitan
Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga uaKegan
http://www.bapepam.go.id/pasar_modal2 Desember 2008.

2L | bid.
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keterbatasan. Permasalahan utama dalam pengawabaap kegiatan yang
mengandung Benturan Kepentingan adalah bagaimambukéikan bahwa suatu
transaksi mengandung Benturan Kepentingan. Karemabpktian hal tersebut
sangat sulit, maka Bapepam-LK melakukan pemeriksdas transaksi afiliasi
yang dilakukan Perusahaan untuk melihat apakalsakantersebut mengandung
benturan kepentingan atau tidak. Pemeriksaan ildkukan bukan karena
transaksi afiliasi adalah sama dengan transaksg yaengandung benturan
kepentingan, namun karena adanya hubungan aflmar pihak yang mengambil
keputusan dalam transaksi dapat merupakan indik@swa transaksi tersebut
mengandung benturan kepentingan.

Untuk menghindari kegiatan pemeriksaan tersebut,kamalalam
melakukan transaksi dengan pihak afiliasi biasdPgausahaan akan melakukan
prosedur yang berlaku bagi transaksi yang mengandhemturan kepentingan,
yaitu meminta persetujuan pemegang saham indepenedebih dahulu.
Selanjutnya, dengan semakin berkembangnya kelompsdha Perusahaan,
semakin sering Perusahaan melakukan transaksasafilHal ini menyebabkan
pelaksanaan RUPS Independen untuk mendapatkantuypesse atas setiap
transaksi dengan pihak afiliasi dirasa sangat meattsn. Untuk mengatasi hal
ini, pada tahun 2008 Bapepam-LK merevisi Peratukim IX.E.1 dengan
mengatur secara khusus pelaksanaan Transaksi sifiliaturnya Transaksi
Afiliasi ini adalah untuk menegaskan bahwa TranisAkBasi tidak sama dengan
Transaksi Benturan Kepentingan, sehingga Perusaideain perlu mengadakan
RUPS Independen apabila Transaksi Afiliasi terséldak mengandung Benturan
Kepentingarf?

Diaturnya prosedur pelaksanaan Transaksi Afiliasengakibatkan
perubahan paradigma yang signifikan baik dari Beiusahaan maupun dari sisi
regulator. Apabila sebelumnya regulator bersikaf dengan memeriksa apakah
transaksi afiliasi yang dilakukan Perusahaan meshgag Benturan Kepentingan,
setelah revisi tahun 2008 Perusahaanlah yang Hesskap aktif. Perusahaan
diberi tanggung jawab yang besar untuk memberikamlgian sendiri apakah
suatu transaksi mengandung Benturan Kepentingan tadak. Di satu pihak

22| Made B. TirthayatraQp.Cit, 28 Oktober 2010.
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kewajiban Perusahaan menjadi lebih ringan kareia fperlu mengadakan RUPS
Independen setiap kali akan melakukan Transakdiagifi Namun di lain pihak
tanggung jawabnya terhadap Transaksi Benturan Kiegam menjadi lebih

besar’

2.1.3. Tanggung Jawab Direks dalam Pelaksanaan Transaks Yang
Mengandung Benturan Kepentingan Tertentu
Tanggung jawab Direksi dalam hal ini mencakup kéveay-kewajiban
yang harus dilakukan Direksi dalam melaksanakamsédsi yang mengandung
benturan kepentingan serta sanksi yang diancamééda Pireksi atas kelalaian

memenuhi aturan-aturan tersebut.

2.1.3.1. Syarat Pelaksanaan Transaksi
Menurut Angka 3 Huruf a Peraturan Bapepam NomoEIX. Transaksi
yang mengandung Benturan Kepentingan wajib terldatiulu disetujui oleh para
Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yaeq siewenang untuk itu
dalam RUPS sebagaimana diatur dalam PeraturaPensetujuan mengenai hal
tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta Hotarii
RUPS untuk melakukan transaksi yang mengandungit@zenkepentingan
dilaksanakan dengan aturan-aturan sebagai berikut:
1. Pengumuman mengenai RUPS untuk menyetujui trangakgi mengandung
benturan kepentingan, yang harus meliputi inforrsabagai berikut:
1) Uraian mengenai Transaksi, paling kurang:
a. Obyek transaksi yang bersangkutan;
b. Nilai transaksi yang bersangkutan;
c. Nama pihak-pihak yang mengadakan transaksi danngaoumereka
dengan perusahaan yang bersangkutan; dan
d. Sifat dari benturan kepentingan pihak-pihak yangdmegkutan dalam
transaksi tersebut.
2) Ringkasan laporan Penilai, paling kurang melimftoimasi:
a. ldentitas pihak;

2 | pid.
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b. Obyek penilaian;

c. Tujuan penilaian;

d. Asumsi;

e. Pendekatan dan metode penilaian;
f. Kesimpulan nilai; dan

g. Pendapat kewajaran atas transaksi.

3) Keterangan tentang RUPS selanjutnya yang direneanakkan
diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang nsSdndependen
yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat peatgrarnyataan tentang
persyaratan pemberian suara dalam rencana Transaissibut, dan
pemberian suara setuju yang disyaratkan dalanpsetgat sesuai dengan
Peraturan ini;

4) Penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukanmgasaksi tersebut,
dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksiyang sejenis yang
tidak mengandung Benturan Kepentingan;

5) Rencana Perusahaan, data Perusahaan, dan inforaiasi yang
dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam butir 3)igia

6) Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi yang mekgathahwa semua
informasi material telah diungkapkan dan informasrsebut tidak
menyesatkan; dan

7) Ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan imibpe jika dianggap
perlu oleh Bapepam dan LK.

Salinan atau fotokopi pengumuman sebagaimana diudalalam angka 1

wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling &npada akhir hari

kerja ke-2 (kedua) setelah diumumkan.

Perusahaan wajib menyampaikan dokumen kepada Bapepsn LK

bersamaan dengan pengumuman RUPS, yang palinggkonaiputi:

1) informasi tentang rencana transaksi sebagaimanakdund dalam angka 1
butir 1);

2) laporan Penilai, dengan ketentuan jangka wakturartaggal penilaian
dalam laporan Penilai dan tanggal pelaksanaan RidBISboleh melebihi

6 (enam) bulan;
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3) data perusahaan yang akan diakuisisi atau didsiefitea obyek transaksi
adalah saham, yang sekurang-kurangnya berisi datara
a. laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 (dahun terakhir

berturut-turut;
b. struktur permodalan; dan
c. struktur kepengurusan
jika data perusahaan belum tersedia di Bapepaniidatan publik.

4) Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi bahwa indsirmaterial yang
disajikan telah diungkapkan secara lengkap dak tisenyesatkan; dan

5) Ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan intbpe jika ada.

4. Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan a$orsebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka wajib diumumkan galambat 2 (dua) hari
kerja sebelum RUPS dilaksanakan;

5. Sebelum RUPS, Perusahaan wajib menyediakan formpdirnyataan
bermeterai cukup untuk ditandatangani Pemegangn®ahdependen yang
paling kurang menyatakan bahwa:

1) Yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegaag sadependen;
dan

2) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyatsasebut tidak benar,
maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksidaekdam ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pengumuman dan pemanggilan RUPS yang disyaratkark wapat-rapat
dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Jangka waktu pengumuman dan pemanggilan RUPS widplkukan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalestu@®@ Bapepam
Nomor IX.J.1. Pemanggilan dapat dikirimkan dengaratstercatat atau
faksimili ke alamat pemegang saham disamping pegikamg yang
diterbitkan melalui surat kabar. Pemanggilan dimdk$arus disertai
dengan informasi yang disyaratkan dalam huruf a; da

2) Untuk rapat kedua dan ketiga dilakukan dengan ke&en sebagai
berikut:
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a. Jangka waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan lditggaikan
sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam PeraBagepam
Nomor 1X.J.1;

b. Pemanggilan dimaksud harus diumumkan melalui 2 )(duaat
kabar harian berbahasa Indonesia yang satu diaggaraempunyai
peredaran nasional dan lainnya yang terbit di ténkealudukan
Perusahaan, dengan menyebutkan telah diselenggayakd&kUPS
pertama atau kedua tetapi tidak mencapai kuorum.

Pemberian suara dari Pemegang Saham Independdrddakakan langsung
oleh Pemegang Saham Independen atau wakil yang Kizesa.

RUPS ketiga hanya dapat menyetujui Transaksi diothlepabila disetujui
oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili ¢ilnitb0% (lima puluh
perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Salmai@penden yang
hadir.

Jika suatu Transaksi yang mempunyai Benturan Kepmant tidak
memperoleh persetujuan Pemegang Saham Indepenteen BJPS yang
telah mencapai kuorum kehadiran, maka rencana dkanslimaksud tidak
dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (de&d) bulan sejak
tanggal keputusan penolakan.

Hasil pelaksanaan Transaksi yang mempunyai Bentkegentingan wajib
segera dilaporkan kepada Bapepam-LK.

Dalam hal Transaksi yang telah disetujui dalam RUBI8m dilaksanakan

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak t@nggrsetujuan RUPS, maka

Transaksi hanya dapat dilaksanakan setelah memspepdrsetujuan kembali
RUPS.

21.3.2. Sanks Atas Pelanggaran Ketentuan Benturan Kepentingan

Transaks Tertentu

Para pelaku yang berhubungan dengan suatu trangakgimengandung

benturan kepentingan, terutama Direksi PerseroahuKke, bertanggung jawab

untuk mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan dafsrmaturan perundang-

undangan di bidang pasar modal yang berkaitan dengansaksi yang
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mengandung benturan kepentingan ini. Pihak yanglekan ketentuan ini harus
bertanggung jawab dan dikenai sanksi atas pelaaggga tersebut.

Terhadap setiap pelanggaran transaksi yang menggndienturan
kepentingan, Bapepam menyatakan secara tegas Iséeasaja yang dianggap
bertanggung jawab akan dikenakan sanksi. Jenissisamituk pelanggaran
ketentuan transaksi yang mengandung benturan kegant adalah sanksi
administratif. Sanksi untuk pelanggaran terhadajgertean mengenai transaksi
yang mengandung benturan kepentingan menurut UUSMIRO02 yait§*

a. Peringatan tertulis;

b. Denda atau kewajiban untuk membayar sejumlah tetentu;
c. Pembatasan kegiatan usaha;

d. Pembekuan kegiatan usaha;

e. Pencabutan izin usaha;

f. Pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran;

g. Sanksi lain ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan mengenai sanksi denda diatur dalam UURBSAIPLO2 jo. PP
Nomor 45 Tahun 1995 Pasal 64 dan 65. PP ini mekdreriandasan hukum
kepada Bapepam untuk menjatuhkan sanksi denda &epifwdk-pihak yang
dianggap bertanggung jawab dan terbukti bersalah tatjadinya transaksi yang
mempunyai benturan kepentingan yang melanggarysaraperundang-undangan
di bidang pasar moda.

Jumlah sanksi denda untuk transaksi yang mengandugguran
kepentingan tertentu berdasarkan Pasal 65 PP wt¢rsalalah sebesar
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepadagopmmorangan yang terbukti
bersalah melanggar ketentuan transaksi yang meanggraenturan kepentingan.
Untuk pihak yang bukan orang perorangan, dikenaltariah denda yang lebih
besar lagi, yaitu Rp.500.000.000,00 (lima ratua jupiah)*®

24 M. Irsan Nasarudin dan Indra Sur@p.Cit, hal.254-255.
?®Ibid., hal. 255.
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Sanksi lain seperti pembekuan kegiatan usaha dacepetan izin usaha
dapat dijatuhkan kepada perusahaan efek yang niemperusahaan publik, atau
juga kepada orang-orang profesional yang terjuarddtegiatan di bidang pasar
modal. Sanksi pembatalan pendaftaran dijatuhkaad@perseroan yang tengah

melakukan penawaran umuh.

2.1.4. Tinjauan Umum Pemegang Saham Minoritas dalam Pasar M odal

Pemegang saham minoritas sebagai pihak yang kkdodya lemah
dalam suatu perseroan terbatas sering dirugikaenkegannya akibat posisinya
tersebut. Oleh karena itu untuk mengatasi lemakegadukan pemegang saham
minoritas tersebut, hukum perlu memberikeamgaining positionyang baik untuk
melindungi kepentingan para pemegang saham miadéataebut.

Alasan adanya keharusan bagi Direksi dan Komisartsk melindungi
pemegang saham minoritas dikarenakan di dalamikrséting terjadi perlakuan
yang kurang adil oleh pemegang saham mayoritas pargurus perseroan
terbatas terhadap pemegang saham minoritas.

Ada tiga faktor penting yang menyebabkan perlakigak adil tersebut,
yaitu:

Pertama, kurangnya ketentuan-ketentuan dalam upearatperundang-
undangan yang melindungi hak-hak pemegang sahamorita;n Pada
keyataannya, sekalipun ketentuan-ketentuan terssbdéh ada, tetapi masih
belum cukup. Hal ini terbukti dari seringnya pemegaaham minoritas yang
dirugikan kepentingannya oleh pemegang saham ntagoyang beritikad buruk
dalam melaksanakan UUPT. Selain itu, adanya kevgamagang diberikan oleh
UUPT kepada organ RUPS untuk menetapkan kebijp&eseroan terbatas, yang
tidak mengatur mengenai kewajiban partisipasi aktigi pemegang saham
minoritas untuk mengajukan pendapatnya, sehinggegang saham mayoritas
dapat dengan mudah mengabaikan hak-hak pemegaam sainoritas.

Kedua, sifat dan perilaku pemegang saham mayprilagksi, atau
komisaris, yang bermoral hazard. Faktor moral tersgpada akhirnya dapat
mengakibatkan kerugian pada perseroan terbatas.

27 | bid.
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Ketiga, posisi dan kondisi pemegang saham mirsrjyang lemah
dikarenakan kurang modal, pengetahuan, keterampilan kemampuan untuk
mengelola perseroan terbatas sehingga pemegangn saimoritas tersebut tidak
berdaya dalam menghadapi sikap dan perilaku damegang saham mayoritas
yang umumnya pintas berusaha dan mempunyai bangtdaknpilan dalam
mengelola perusahaan serta memiliki itikad yangktidaik?®

2.1.4.1. Klasifikas Pemegang Saham dalam Pasar Modal

Berdasarkan UUPM, suatu perusahaan publik adatkseman yang
sahamnya telah dimiliki oleh sekurang-kurangnya 30@a ratus) pemegang
saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurandy3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah), atau suatu jumlah pemegang saham madal disetor yang
ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Dari jumlah pemegang saham yang telah disyaradlenmUUPM tersebut,
terdapat perbedaan atau penggolongan pemegang $eftdasarkan persentase
kepemilikan sahamnya yang pada akhirnya berpenggadia kemampuan
pengendaliannya terhadap perseroan.

Pembedaan tersebut dikenal dengan: pemegang sateritas atau
pemegang saham utama/pengendali, dan pemegang sahanias atau disebut
juga pemegang saham independen.

Pemegang saham utama/pengendali adalah setia, dilaék secara
langsung maupun tidak langsung memiliki sekurangukgnya 20% (dua puluh
perseratus) hak suara dari seluruh saham yang nmg@piak suara yang
dikeluarkan oleh Perseroéh.

Pemegang saham minoritas/independen adalah pegegdram yang
tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungargatiersuatu transaksi
tertentu dan atau bukan merupakan pihak terafitiagi Direktur, Komisaris, atau

% Misahardi Wilamarta,Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good
Corporate GovernanceCet.2, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultasuriluldniversitas
Indonesia, 2005), hal. 82-83.

% Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuamgaaturan Nomor IX.F.1
tentang Penawaran Tender, Keputusan Ketua Badargdess Pasar Modal Nomor: KEP-
04/PM/2002 Angka 1 Huruf C.
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Pemegang Saham Utama, yang mempunyai benturanthkegsenatas transaksi
tertentu®®

2.1.4.2. Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas

Definisi pemegang saham minoritas menurut sistekaimuCommon Law adalah:

“Minority Stockholder: Those stockholders of a coration who sold so
few shares in relation to the total outstandingttiizey are unable to
control the management of the corporations or exedirectors.

Minority Shareholder: A shareholder who owns ldsant half the total
shares outstanding and thus cannot control the @@ion’s
management or single handedly elect directdfs.

Rudy Prasetya mengatakan bahwa pemegang sahamasextalah satu
atau sejumlah pemegang saham yang relatif hanyaguasai sejumlah saham,
yang kalah banyaknya terhadap satu atau sekelopsrnkgang saham lainnya.

Sementara itu, di dalam UUPT definisi tentang pgemg saham minoritas
tidak diatur secara tegas/eksplisit. Meskipun dé&mik secara tidak
langsung/implisit dapat dipahami melalui beberaptektuan. Jadi, pemegang
saham minoritas adalah 1 (satu) pemegang sahaneathyyang masing-masing
atau bersama-sama mewakili tidak lebih dari 1/Hdu(persepuluh) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang samn gelseroan terbatd.

2.1.4.3. Dominasi Pemegang Saham Mayoritas Melalui Majority Rule
Majority Ruleerat hubungannya deng&fajority Votedalam pemungutan

suara (voting) pada saat RUPS mengambil keputusan.

% Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuafgaaturan Nomor IX.E.1
tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentindaansaksi Tertentu, Op.CitAngka 1 huruf
f.

1 Henry Campbell BlackBlack’s Law Dictionary (St.Paul, Minn: West Publishing Co.,
1990), hal.954, dalam Misahardi Wilamai@yp.Cit, hal.84

% Rudhi PrasetyaKedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dendalasan
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998andung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal.9,
dalam Misahardi Wilamart®p.Cit, hal.84.

# Indonesia,Undang-Undang tentang Perseroan Terbatdsdang-Undang Nomor 40
Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 106, TLN Nomor 4/&sal 66 ayat (2), Pasal 85 ayat (3),
Pasal 98 ayat (2), Pasal ayat (3a), Pasal 111 Hypat
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Prinsip pemungutan suara berdasarik@ority rule yang berlaku untuk
segala macam keputusan RUPS mengakibatkan pemeggragn mayoritas
menjadi berkuasa dan arogan. Sebaliknya, pemegamgrs minoritas menjadi
lemah tak berdaya dan mudah disisihkan serta #mngkepentingannya oleh
pemegang saham mayoritas. Hal tersebut terjadn&do®JPT menentukan setiap
saham yang dikeluarkan oleh PT mempunyai satu bakasOne Share One
Vote).3*

KetentuanOne Share One Vote irsebenarnya didasarkan pada alasan
yang logis, mengingat dalam suatu perseroan texbsg®rang pemegang saham
akan memperoleh kerugian dan keuntungan yang béirizaturus dengan jumlah
saham yang dimilikinya dalam perseroan tersebungBe demikian, apabila
RUPS mengambil keputusan yang beresiko merugikarsepmamn, maka
pemegang saham mayoritas sebagai pemilik sahamantegk akan mengalami
dampak kerugian yang terbesar pula. Oleh karenangweka diberiprivilege
untuk memiliki hak suara yang besar pula dalam mtekan tindakan yang akan
diambil dalam perseroan melalui RUPS. Hanya safa pEkhirnya prinsip ini
mengakibatkan pemegang saham mayoritas memilikudeddan yang terlalu
dominan dalam perseroan terbatas sehingga mengabkéddudukan pemegang
saham minoritas dalam perseroan tersebut.

Jika dihubungkan dengan prinspne Share One Vagtenaka kuorum
untuk menyelenggarakan RUPS didasarkan pada jusdahm, bukan jumlah
orang yang berhak atas saham. Konsekuensi darigytakban prinsip tersebut
adalah dengan hanya terkumpulnya pemegang sahararitaaysaja, kuorum
telah terpenuhi. Jadi, RUPS sudah dapat diseleag@ardan dapat mengambil
keputusan tanpa melibatkan pemegang saham mindtitas

Prinsip Majority Rule sebagai salah satu cara pengambilan keputusan
dalam RUPS, sekalipun dianggap cukup demokratla, dihubungkan dengan

asas kekeluargaan dan asas keseimbangan yandalikaiéngan pengambilan

3 Misahardi WilamartaOp.Cit, hal.87

% |bid., hal.88
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keputusan RUPS secara musyawarah untuk mufakas, peinsip tersebut mudah
menimbulkan permasalahan bagi pemegang saham tasiri

2.1.4.4. Dominasi Pemegang Saham Mayoritas M elalui Pengurus Per seroan

Dominasi pemegang saham mayoritas melalui pengeatseroan terbatas
lebih nyata terlihat dari kebijakan pengurus, yabanyak berpihak pada
pemegang saham mayoritas dan memberikan keuntupgdanya. Intervensi
pemegang saham mayoritas melalui pengurus persezdaatas tersebut apabila
dilakukan tanpa kendali, akhirnya dapat menimbukemnigian pada shareholders
(pemegang saham) dan stakeholders (pihak-pihak ydipgngaruhi oleh
keberhasilan operasional perserodn).

Jika ingin dikategorikan bahwa pemegang saham ntago sudah
melakukan intervensi terhadap perseroan terbataska mntervensi tersebut
sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria setmeyaiut®

a. Pemegang saham mayoritas secara langsung atauldmiggung terlibat
dalam pengelolaan perseroan terbatas bersama-samaksiDmaupun
Komisaris yang mengakibatkan kerugian pada peradsybatas;

b. Pemegang saham mayoritas yang tidak beritikad dsulra langsung atau
tidak langsung bertindak atas nama perseroan é&sbatelakukan
perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerygada perseroan
terbatas dan pihak ketiga, baik dengan cara mexkgrtkekayaan pribadi
maupun perusahaan pribadinya dalam perseroan derbaitau
memanfaatkan fasilitas perseroan terbatas.

Hubungan antara pemegang saham mayoritas dan pegnegham minoritas
dalam perseroan terbatas sudah seharusnya seirdaangarmonis berdasarkan
asas kekeluargaan atggood faith sebagai asas yang universglad¢ta sunt

servandd. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas damegang saham

mayoritas sudah sewajarnya mempunyai kewajiban wofEmgemban tugas

% |pid., hal.89
%7 bid., hal.91-92

%8 |pid., hal.92.
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kepercayaanfiduciary dutie$; menjalin hubungan yang kokoh dan kompak satu
sama lainnyd’ Demikian pula dengan Direksi dan Komisaris yangupakan
hasil pilihan pemegang saham mayoritas dan turubpeekuat posisi pemegang
saham mayoritas. Demi tercapainya hubungan yangbseig antara organ
perseroan terbatas, shareholders, dan stakehotulges) perseroan terbatas harus
mengelola perseroan terbatas secara baik demi tkegan dan usaha perseroan
terbatas serta kepentingan stakeholders. Jadi,hssdlyaknya Direksi dan
Komisaris adalah orang-orang yang profesional, btkvbaik dan mempunyai
integritas, mengembdiduciary duties, duty of loyalty, duty of skillytg of care,
danduties to act lawfullglalam mengelola perseroan terbdfas.

2.1.4.5. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam

Transaks yang Mengandung Benturan Kepentingan Tertentu

UUPM Pasal 82 ayat (2) jo. Peraturan Bapepam NdX&.1 merupakan
bentuk perlindungan dari dua sisi. Pertama, Bapapampunyai kapasitas untuk
menegakkan peraturan perundang-undangan di bicesay podal yang berkaitan
dengan transaksi yang mengandung benturan kepantitggtentu. Penegakan
hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan mendemasaksi benturan
kepentingan tertentu merupakan tindakan represitinya, perbuatan telah
terjadi, kemungkinan kerugian pun telah dialamidé&@®kan penerapan prinsip
keterbukaan dan pemberdayaan pemegang saham idéepdn dalam proses
pengambilan keputusan merupakan sarana hukum umaricegah terjadinya
transaksi benturan kepentingan tertentu yang bm@saguntungkan pihak-pihak
tertentu dan sekaligus merugikan Perseroan. Pearenaqinsip keterbukaan dan
pemberdayaan pemegang saham independen merupakana spreventif.
Tindakan preventif jauh lebih baik. Namun, pemegaaggam perlu memahami
hak dan menggunakan haknya untuk melindungi kepgeminya secara

proaktif*

% Ibid., hal.93.
“0bid., hal.97.

*'M. Irsan Nasarudin dan Indra Surg@p.Cit, hal.251-252.
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2.2. TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS

2.2.1. Sgarah Lembaga Notariat

Lembaga notariat eksis disebabkan oleh kebutuhasyarekat akan
kepastian hukum. Hal ini dimulai sejak abad ke-EHh di2 di daerah pusat
perdagangan Italia Utara yang merupakan tempatdaselembaga notariat yang
dinamakanLatijnse Notariaat yang karakteristiknya terlihat dari dalam diri
notaris yang diangkat oleh penguasa untuk kepetimgasyarakat banyak dan
menerima uang jasa dari masyardksang kepentingannya dituangkan dalam
suatu akta.

Perkembangan lembaga notariat meluas dari Itaigaalke Perancis, di
negara mana lembaga ini sepanjang masa dikenajaehsmtu pengabdi kepada
masyarakat umum, yang kebutuhan dan kegunaannyantsesa mendapat
pengakuan, telah memperoleh puncak perkembangaridgd. Perancis ini
pulalah, pada permulaan abad ke-19 lembaga notat&tt meluas ke negara-
negara sekelilingnya dan bahkan ke negara-negar® la

Notaris mulai masuk dan dikenal di Indonesia paelanulaan abad ke-17,

yaitu bersamaan dengan masukiMgeenigde Oost-Indische Compag(OC)
di Indonesid"* Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai t4l822, lembaga
notariat ini hanya diatur oleh dua buah reglemamgyagak terperinci, yaitu dari
tahun 1625 dan 1765. Reglemen-reglemen tersebogseengalami perubahan-
perubahan. Pada tahun 1860 diundangkan PeratutmtadaNotaris (Notaris
Reglement) di Indonesia, yang diundangkan padag&i2f Januari 1860 dalam
Stbl. No.3 dan mulai berlaku pada tanggal 1 JuliQL8nilah yang menjadi dasar
yang kuat bagi pelembagaan Notaris di Indon&sia.

Dalam berbagai catatan, dikisahkan awal lahirnygdesr jabatan Notaris.

Jabatan ini awalnya adalah profesi kaum terpetigar kaum yang dekat dengan

* G.H.S. Lumban Tobing)p.Cit. hal 3.
* Ibid., hal 5.
* Ibid., hal 15.

45 bid., hal 18-20.
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sumber kekuasaan. Para Notaris lah yang mendokasiesh sejarah dan titah
Raja. Para Notaris juga menjadi orang dekat Paung yaemberikan bantuan
dalam hubungan keperdataan. Bahkan pada abad pagdzark Age 500-1000

setelah Masehi) dimana penguasa tidak bisa menaper&minan kepastian
hukum, para Notaris menjadi rujukan bagi masyargikaig bersengketa untuk
meminta kepastian hukum atas sebuah kasus. Jgak @&al jabatan Notaris
termasuk jabatan yang prestis, mulia, bernilai thetan, dan bermartabat ting§i.

Jabatan Notaris lahir karena memang ada kebutdham masyarakat.
Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnyafesi scribae pada jaman
Romawi Kuno.Scribaeadalah seorang terpelajar yang bertugas menazttatian
minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudiiambuat salinan
dokumennya, baik yang sifatnya publik, maupun griv&cribae sangat
dibutuhkan pada waktu itu, karena keadaan masyaRd@awi yang sebagian
besar buta hurdf.

Lembaga Notaris di Indonesia berasal dari zamaftanBa, karena
Peraturan Jabatan Notaris Indonesia berasal déarisd&Reglement (Stbl.1660-3).
Keberadaan jabatan Notaris pertama kali tercatéa panggal 27 Agustus 1620
dengan diangkatnya seorang Belanda bernama Meldk@chem menjadi
Notaris di Jakarta (dahulu Batavia). Kerchem digkga untuk kepentingan
publik, khususnya berkaitan dengan pendaftaran setokumen dan akta yang
telah dibuatnya. Awalnya, para Notaris adalah pegaiOC sehingga tidak
memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya. Marsgjak tahun 1650,
Notaris akhirnya telah mendapatkan kebebasan datemnjalankan tugasnya
sebagai pejabat umum yang melayani masyafékat.

Perjalanan Notaris di Indonesia mengalami perkemgdia sesuai dengan
perkembangan negara dan bangsa Indonesia. Hataniddi dengan berhasilnya
pemerintahan orde Reformasi mengumandangkan Undadgng Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undamggdg ini merupakan

“® Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonedéi Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang,
Dan Di Masa Datang(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.32.

47\bid., hal.40.

“8bid., hal.43
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pengganti Peraturan Jabatan Notaris (Stb. 166@u3)Rkglement op Het Notaris
Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) yang merupakan RematPemerintah Kolonial
Belanda®®

Yang menghendaki profesi notaris di Indonesia ddalasal 1868 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yanguogib

“Suatu akta otentik ialah suatu akta di dalam degang ditentukan oleh
undang-undang, yang dibuat oleh atau di hadapara\/\paa'%)egawai
umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana aikiaatnya.®®

Sebagai pelaksanaan pasal tersebut, diundangkdsmtetang-Undang
Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sepaggganti Staatblad 1860
nomor 30).

Profesi Notaris adalah profesi yang mulia yang nligmkeistimewaan
tersendiri dibandingkan dengan profesi hukum lagriarenanya, pembahasan
mengenai profesi Notaris ini perlu dilakukan untmemperdalam pengetahuan
mengenai profesi Notaris, dan mengetahui sebatatahak dan kewajiban
Notaris tersebut dalam hubungannya dengan masyarg@kafesi, maupun
pengguna jasa yang berhadapan dengannya.

2.2.2. Pengertian Notaris

Baik dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun UUJg yiundangkan
kemudian sebagai pengganti Peraturan Jabatan dleéasebut, telah ditegaskan
pengertian dari Notaris.

Dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dinyatadiana:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya dreamg untuk
membuat akta otentik mengenai semua perbuatanangarj, dan
penetapan, yang diharuskan oleh suatu peraturamuatau oleh yang
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalaatusakta otentik,
menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya rdamberikan
grosse, salinan, dan kutipannya, semuanya sepaaldagtu oleh suatu

9 Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonegiakarta: Sinar
Grafika, 2006), hal.29.

*% Indonesia,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetkp Cet XIX,
diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (J&ékaPradnya Paramita, 1995), Pasal 1868.
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peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikekamalkepada pejabat
atau orang lain

Sedangkan UUJN dalam Pasal 1 butir 1 memberikaggvgan notaris
sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang unteknbuat akta
otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaktaid undang-
undang ini.*?

Pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angkaJNWidrus dibaca
sebagai pejabat publik yang berwenang untuk memékiat otentik (Pasal 15
ayat (1) UUJN) yang kewenangan lainnya sebagairdanaksud dalam Pasal 15
ayat (2) dan (3), dan untuk melayani kepentingasyarakat.

Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti saraagdn pejabat publik
dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan seéb@g#an atau pejabat tata
usaha negara. Hal ini dapat dibedakan dari prodaging-masing pejabat publik
tersebut. Notaris sebagai pejabat publik menciptaiebuah produk yang disebut
akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukundgge, terutama dalam hukum
pembuktian.

Akta tidak memenuhi syarat sebagai keputusan ts#dnau negara yang
bersifat konkret, individual, dan final, serta #denenimbulkan akibat hukum
perdata bagi seseorang atau badan hukum perdatanakakta merupakan
formulasi keinginan atau kehendak para pihak yamgadgkan di dalam akta
yang dibuat di hadapan atau oleh notaris itu serf8@ngketa yang timbul akan
diproses di pengadilan negeri. Pejabat publik ddd&ang pemerintahan produk
nya yaitu surat keputusan atau ketetapan yangitedkbam ketentuan hukum
administrasi negara yang memenuhi syarat sebagaetggean tertulis yang
bersifat individual dan final, yang menimbulkan lzi hukum bagi seseorang
atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam hwadministrasi negara
diproses di pengadilan tata usaha negara (PTUNphg&e demikian, dapat

1 G.H.S. Lumban Tobindg)p.Cit, hal 31.

*2 |ndonesiandang-Undang tentang Jabatan Notaf@p.Cit.,Pasal 1 butir 1.
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disimpulkan bahwa notaris adalah pejabat publikgylnkan pejabat atau badan
tata usaha negara.

Notaris diangkat oleh pemerintah melalui Menterktim dan Hak Asasi
Manusia untuk mengemban tanggung jawab melayaniyarasat dalam
pembuatan akta dan memberikan nasehat-nasehat lyariggnaan dengan
pembuatan akta atau hal-hal yang berkaitan dengamot&riatan. UUJN
membatasi kewenangan notaris untuk tidak berhakbuatekta-akta yang telah
diwenangkan kepada pejabat lain, seperti pembualda kelahiran, akta
kematian, dan akta perkawinan yang merupakan wevgepejabat kantor catatan
sipil, sedangkan pembuatan akta lelang dilaksanal@mpejabat lelang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris selzagatersebut dalam
Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari aktarisptmaka ada dua
kesimpulan, yaitu:

1. Tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keamgiindakan para
pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatitaraa hukum yang
berlaku;

2. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekug@mbuktian yang
sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan ataurth&h dengan alat bukti
lainnya. Jika ada orang/pihak yang menilai atau yatkan bahwa akta
tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang memilau menyatakan
tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaiaauapernyataannya
sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan penduktikta notaris ini
berhubungan dengan sifat publik dari jabatan retari

2.2.3. Profesi Notaris Dibandingkan dengan Profesi Hukum Lainnya

Notaris merupakan profesi yang memiliki fungsi ahal hal mencegah
adanya sengketa. Indonesia adalah negara hukum waemiliki prinsip
menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungarkuimu yang berintikan

kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukdanya alat bukti yang

%3 Herry SusantoPeranan Notaris dalam Menciptakan Kepatutan dalaomtkak, Cet. I,
(Yogyakarta: Penerbit FH Ull Press, 2010), hal 88-3

% bid., hal 42-43.
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menentukan dengan jelas hak dan kewajiban sesesebmgai subjek hukum
dalam masyarakat. Di sinilah notaris berperan, yalatam bentuk penyediaan
alat bukti yang dimaksud, dalam bentuk akta otestkagai produk profesi
Notaris.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan pemumpunyai peranan
penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupasyarakat. Dalam
berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang pé&dranpertanahan, kegiatan
sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktiattulie berupa akta otentik
makin meningkat sejalan dengan berkembangnya am@akan kepastian hukum
dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, batka pingkat nasional,
regional, maupun global. Melalui akta otentik ditdkan secara jelas hak dan
kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekalidisrapkan pula dapat
dihindari terjadinya sengketa. Walaupun seandaseymketa tersebut tidak dapat
dihindari, dalam proses penyelesaian sengketabigrsakta otentik sebagai alat
bukti tertulis dan terpenuh memberi sumbangan nigata penyelesaian perkara
secara murah dan cepat. Akta otentik dibuat olab di hadapan Notaris, selain
karena diharuskan oleh peraturan perundang-undanggapi juga karena
dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untukmestikan hak dan
kewajiban para pihak demi kepastian, ketertibam, gixrlindungan hukum bagi
pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyasscatra keseluruhan.

Keistimewaan Notaris yang juga penting untuk dikei yaitu bahwa
Notaris merupakan profesi yang tidak memihak. Nstalalam pengangkatan
jabatannya sebagai Notaris disumpah untuk tidak imem Ini merupakan
perbedaan yang nyata antara profesi Notaris depgaesi Advokat yang akan
selalu memihak, yakni untuk membela kepentingaankiya. Hal ini mungkin
mirip dengan profesi Hakim yang tidak boleh memjha&mun perbedaannya
terletak pada suasana dimana profesi tersebutraerpdakim berperan jika ada
sengketa, dimana Hakim harus bersikap netral di@nfzara pihak yang
bersengketa. Sedangkan Notaris hadir dalam suagama tidak bersengketa,
bahkan sebenarnya Notaris hadir untuk mencegahumyacsengketa.

%5 Supriadi,Op.Cit, hal. 29
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2.2.4. Persyaratan Khusus dalam Pengangkatan Notaris
Pengangkatan dan pemberhentian Notaris dilakukah &emerintah,

yang dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Hukum ddAM, demikian pula
dalam hal pengambilan sumpahnya. Untuk dapat dangkenjadi seorang
Notaris, terdapat beberapa syarat yang harus dipeyaitu:

1. Warga Negara Indonesia;
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun;
Sehat jasmani dan rohani;
Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan Starata Duatkeiatan;

o 0k~ WD

Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah [gekebagai karyawan
Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan bertwruitt pada kantor
Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomer@agnisasi Notaris
setelah lulus Strata Dua Kenotariatan; dan

7. Tidak berstatus pegawai negeri, pejabat negarakatlvatau tidak sedang
memangku jabatan lain yang oleh undang-undang aditar untuk
dirangkap dengan jabatan Notafis.

Prosedur pengangkatan notaris diatur dalam UUJNIPasampai dengan Pasal
7, dimana untuk dapat melaksanakan tugas jabattrisjosebelumnya harus
dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Mengajukan permintaan ke Departemen Hukum dan HANuki
pengangkatan sebagai notaris, dengan melampirkan:
Nama Notaris yang akan dipakai;
ljazah-ijazah yang diperlukan;
Surat pernyataan tidak memiliki jabatan rangkap.
Apabila semua dokumen tersebut sudah lengkapediam diterima
oleh Departemen Hukum dan HAM, maka calon Notarisnamggu

turunnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. et Surat

% Melani Theresia,Pengawasan Terhadap Profesi Notaris oleh Majelimdevas
Daerah yang Bersifat Preventif dan Kuratif Berddsar Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2Q0#Depok: Tesis Program Magister Kenotariatan Rakul
Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal 13-14.
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Keputusannya turun, si calon Notaris akan ditengatkli wilayah
tertentu;
. Notaris harus bersedia disumpah sebagaimana disebdialam Pasal 4
dalam waktu maksimal 2 bulan sejak tanggal surapukesan
pengangkatan sebagai Notaris. Notaris mengucapkenpah sesuai
dengan agamanya masing-masing di hadapan menderipgjabat yang
ditunjuk;
. Sumpah jabatan yaitu: “Melaksanakan jabatan dersmaanah, jujur,
seksama, mandiri, dan tidak berpihak....”
Kelima sifat ini adalah dasar karakter seoranghajalotaris:
Amanah: dapat dipercaya melaksanakan tugasnya yaitaksanakan
perintah dari para pihak/orang yang mengkehendakarlé untuk
menuangkan maksud dan keinginannya dalam suatu daktapara
pihak membubuhkan tanda tangannya pada akhir akta;
Jujur: tidak berbohong atau menutup-nutupi segedaatunya;
Seksama: yaitu berhati-hati dan teliti dalam meogueedaksi akta
agar tidak merugikan para pihak;
Mandiri: Notaris memutuskan sendiri akta yang didtiaberstruktur
hukum yang tepat serta dapat memberikan penyulbbknm kepada
klien;
Tidak berpihak: netral, tidak memihak pada satuakihMenjaga
sikap, tingkah laku, dan menjalankan kewajiban aedangan kode
etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggungalja sebagai
Notaris. Menjaga sikap dan tingkah laku maksudnyaru$
mempunyai sifat profesional baik di dalam maupurudir kantor.
Menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profehormatan,
martabat, dan tanggung jawab sebagai notaris, geerjahormatan
martabat profesi Notaris termasuk tidak menjelekkasama kolega
Notaris atau perang tarif
“.....akan merahasiakan isi akta dan keterangarg ydiperoleh dalam

pelaksanaan jabatan”:
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Merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperabaksudnya notaris
harus mendengarkan keterangan dan keinginan kliebelwn

menuangkannya dalam bentuk akta. Notaris berkeamjituntuk

merahasiakan seluruh isi akta dan seluruh ketenaggag didengarnya.
Hal ini berkaitan dengan “hak ingkar” yaitu hak gadimiliki oleh notaris,

notaris berhak untuk tidak menjawab pertanyaan nhakila terjadi

masalah atas akta notariil yang dibuatnya. Ketemafkgsaksian yang
diberikan oleh notaris adalah sesuai dengan yangrikannya dalam
akta tersebut. Hak ini gugur apabila berhadapamaterundang-undang
tindak pidana korupsi (pasal 16 UUJN) “Tidak menizer janji atau

menjanjikan sesuatu kepada siapapun baik secagsuag atau tidak
langsung dengan nama atau dalih apapun”: yaitualiark dengan hal
pemberian uang untuk pengangkatan di wilayah terteRada saat
disumpah, notaris sudah menyiapkan segala suatik unelaksanakan
jabatannya seperti kantor, pegawai, saksi, protokdéaris, plang nama,
dil. Setelah disumpah, notaris hendaknya menyarapa#tamat kantor,
nama kantor notarisnya, cap, paraf, tanda tangam,lain-lain, kepada
Menteri Hukum dan HAM, organisasi notaris, dan fimjeengawas’

2.3. TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA

2.3.1. Pengertian Akta

Di dalam suatu perkara perdata, bukti tulisan ddalat bukti yang utama,

karena dalam lalu lintas keperdataan sering oramgah sengaja menyediakan

suatu bukti yang dapat dipakai apabila timbul symrtselisihan, dan bukti yang

disediakan tadi lazimnya berupa tulisan. Misalnyga sjika seseorang telah

memberikan sejumlah uang dalam suatu transaksngot@rsebut akan merasa

lebih aman jika pemberian sejumlah uang terseboatalkan dalam bentuk

tertulis yang ditandatangani oleh penerima sebagéti bahwa uang tersebut

telah dibayarkan olehnya kepada penerima yang tghkagan.

*" Notaris http://id.wikipedia.org/wiki/Notarisdiunduh tanggal 12 April 2012
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Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat diked dalam akta dan
surat bukan akta. Akta dapat dibedakan dalam aldatik dan akta di bawah
tangan. Suatu surat untuk dapat dikatakan sebdgai lerus ditandatangani,
harus dibuat dengan sengaja dan harus untuk dipgkgn oleh orang untuk
keperluan siapa surat itu dibuat, sehingga sunag) ymlak ditandatangani dapat
dikategorikan sebagai surat bukan akta (vide PE839® KUH Perdata). Contoh
surat bukan akta adalah tiket dan karcis.

Akta merupakan suatu pernyataan tertulis yang détmgani, dibuat oleh
seseorang atau oleh pihak-pihak dengan maksud dggegunakan sebagai alat
bukti dalam proses hukum. Akta mempunyai fungsinib(formalitas causpdan
fungsi sebagai alat buktpiobationis causp Akta sebagai fungsi formil artinya
bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebirkégngpabila dibuat suatu
akta. Sebagai contoh perbuatan hukum yang hamuangikan dalam bentuk akta
sebagai syarat formil adalah perbuatan hukum dikebwdalam Pasal 1767 KUH
Perdata mengenai perjanjian utang piutang. Minitedladap perbuatan hukum
yang disebutkan dalam Pasal 1767 KUH Perdata, iitlggmn adanya akta bawah
tangan. Fungsi akta lainnya yang juga merupakagsiuakta yang paling penting
adalah akta sebagai alat pembuktian. Dibuatnya @&tapara pihak yang terikat
dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktigkedhudian hart®

Sehubungan dengan ini, undang-undang menyatakamabpembuktian
dengan tulisan dilakukan baik dengan tulisan-toliggentik maupun dengan
tulisan di bawah tangan (Pasal 1867 KUH Perdéta).

Berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata, dapat dikenankakhwa ada dua
macam akta yang dikenal, yaitu:

1. Akta otentik

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalaniudeyang ditentukan

oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapargave-pegawai

umum yang berkuasa untuk itu di tempat di manaiakidibuat.

%8 |pid., hal 54.

*9|.G. Rai Widjaja,Merancang Suatu KontrakEd. Revisi, Cet. ke-5, (Jakarta: Kesaint
Blanc, 2008), hal. 12.
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Pejabat pembuat akta yang dimaksud selain notatédala panitera,
jurusita, pegawai pencatat sipil, pejabat lelarag kin-lain.

2. Akta di bawah tangan
Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja diboaik pembuktian
oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejdbai. semata-mata
dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Aktdawah tangan
diatur dalam S.1867 Nomor 29 untuk Jawa dan Madwa@dang untuk luar
Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286 sampai de2@faRbg, diatur
juga pada Pasal 1874-1880 KUH Perdata. Termasakndsilirat di bawah
tangan menurut S.1867 Nomor 29 ialah surat-surdtardgregister),
catatan rumah tangga, dan surat-surat lainnya géngt tanpa bantuan
pejabat.

Selanjutnya, perbedaan antara akta otentik (P&&H KUH Perdata) dan
akta di bawah tangan (Pasal 1869 KUH Perdata) adaleagai beriki

1. Akta otentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan vyadibgntukan oleh
undang-undang, sedangkan akta di bawah tangan tetééat bentuk
formal, melainkan bebas;

2. Akta otentik harus dibuat oleh atau di hadapan Qagjeumum yang
berwenang, sedangkan akta di bawah tangan dapaatdiebas oleh
setiap subjek hukum yang berkepentingan;

3. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yangmema, terutama
mengenai waktu, tanggal pembuatan, isi perjanjenandatanganan,
tempat pembuatan, dan dasar hukumnya, sedangkamiakawah tangan
akan mempunyai kekuatan pembuktian seperti halkta @entik hanya
apabila diakui oleh penandatangan/tidak disangkal;

4. Pada akta otentik, jika kebenaran akta dibantalpesiyangkal harus
membuktikan ketidakbenarannya, sedangkan jika lkeberakta di bawah
tangan disangkal, pihak yang mengajukan sebagati kyalag harus

membuktikan kebenarannya (melalui bukti/saksi-9aksi

% |pid., hal 17.
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2.3.2. Tentang Akta Otentik

2.3.2.1. Pengertian Akta Otentik
Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, yang dimaksud aterakta otentik

adalah:

“Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukah alndang-undang,
dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umurg parkuasa untuk
itu di mana akta itu dibuaf®

Dari pengertian di atas dapat dilihat beberapamaisia otentik, yaitu:

1. Akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menbukum;

2. Akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;

3. Akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yaegvbnang untuk
membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat, g&th itu harus dibuat di
tempat yang termasuk kewenangan pejabat yang ménybua
Sedangkan Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan pegeitta notaris

adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadaywdaris menurut bentuk dan
tata cara yang ditetapkan dalam undang-undand3aridasarkan pengertian ini
dapat disimpulkan tentang penggolongan akta oteywiku: Pertama, akta otentik
yang dibuat oleh pejabat umum, dan Kedua, aktatiktgang dibuat di hadapan
pejabat umum.

Akta notaris yang dibuat oleh pejabat umum disatiti pejabat/akta
relaas (ambtelijke actg yaitu apabila akta notaris itu hanya memuat yguag
dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabaim. Contohnya: Berita
Acara yang dibuat oleh Notaris dari suatu Rapat knRemegang Saham dari
Perseroan Terbatas. Sedangkan akta notaris yangtdibhadapan pejabat umum
disebut akta partai atau akta pihak-pihp&r{ij acte), yaitu apabila akta tersebut
selain memuat catatan tentang apa yang dialami ditaksikan oleh notaris,
memuat juga apa yang diperjanjikan atau ditentukbeh pihak-pihak yang
menghadap pada notaris. Contohnya: akta perjasgava-menyewa, perjanjian

jual beli, dan sebagainya.

®1 IndonesiaKitab Undang-Undang Hukum Perdatzoc.Cit
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Menurut Victor M. Situmotang dan Cormentyna Sigenyg, perbedaaan

dari kedua akta itu adal&h:

1.

Akta relaas dibuat oleh pejabat, sedangkan akta para pihakatibleh
para pihak di hadapan pejabat, atau para pihak nt@rbantuan pejabat
itu untuk membuat akta yang mereka inginkan tersebu

Dalam akta para pihak, para pejabat pembuat aktea ssekali tidak
pernah memulai inisiatif, sedangkan dalam akifaas pejabat pembuat
akta itu kadang-kadang yang memulai inisiatif unfukmbuat akta itu;
Akta para pihak harus ditandatangani oleh parakptengan ancaman
kehilangan sifat otentiknya, sedangkan akfaastanda tangan demikian
tidak merupakan keharusan;

Akta para pihak berisikan keterangan yang dikehidndizh para pihak
yang membuat atau menyuruh membuat akta itu, skdanaktarelaas
berisikan keterangan tertulis dari pejabat yang mexhakta itu sendiri;
Kebenaran dari isi akteelaastidak dapat diganggu gugat kecuali dengan
menuduh bahwa akta itu palsu, sedangkan kebensirakta para pihak
dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuaneak&but.

Pembuatan akta notaris baik aktgaasmaupun akta partai, yang menjadi

dasar utama atau inti dalam pembuatan akta ngtaitis harus ada keinginan atau

kehendak dan permintaan dari para pihak. Jika keangdan permintaan para

pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membu#d skng dimaksud untuk

memenuhi keinginan dan permintaan para pihak. iot@pat memberikan saran

dengan tetap berpihak pada aturan hukum ketikan savtaris diikuti oleh para

pihak dan dituangkan dalam akta notaris. Meskipamikian hal tersebut tetap

merupakan keinginan dan permintaan para pihak, roidaaan atau pendapat

notaris; atau isi akta merupakan perbuatan parakpibukan perbuatan atau

tindakan notari€®

%2 Herry SusantoQp.Cit, hal. 43.

% \bid., hal. 44.
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2.3.2.2. Bentuk Akta Otentik
Bentuk dari akta otentik yang dibuat oleh notaapat dilihat di dalam

Pasal 38 UUJN, yang mana suatu akta otentik itirtetari:

a. Awal akta atau kepala akta, yang memuat judul aktemor akta, jam,

hari, tanggal, bulan, dan tahun akta, serta namgkép dan tempat

kedudukan notaris;

b. Badan akta, yang memuat:

Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewargaaaga pekerjaan,
jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghad@apatau orang
yang mereka wakili;

Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan piak yang
berkepentingan;

Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta peker jabatan,

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap spksigenal.

c. Akhir atau penutup akta, yang memuat:

Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimdktamd Pasal 16
ayat (1) huruf i atau Pasal 16 ayat (7);

Uraian tentang penandatanganan dan tempat penagdata atau
penerjemahan akta apabila ada;

Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjagatan,

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap sak&, dan;

Uraian tentang tidak adanya perubahan yang ted@dim pembuatan
akta atau uraian tentang adanya perubahan yangt dagrapa

penambahan, pencoretan, atau penggantian.

2.3.2.3. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik
Menurut pendapat yang umum dianut, pada setiap aldntik, dengan

demikian juga pada akta notaris, dibedakan tigai&in pembuktian, yaitu:

a. Kekuatan pembuktian lahiriabifwendige bewijsract

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus diapggian

diperlakukan sebagai akta otentik kecuali dapauldikan sebaliknya.
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Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkemampuan dari
akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebaada otentik.

Sesuai dengan prinsip kekuatan pembuktian ini,rhaan para
pihak yang berperkara wajib menganggap akta itagabakta otentik,
kecuali pihak lawan dapat membuktikan bahwa aktagyaiajukan
tersebut bukan akta otentik. Dalam hal tersebutkpilawan dapat
membuktikan adany¥"

- Cacat hukum karena pejabat yang membuatnya tidakebang; atau

- Tanda tangan pejabat di dalamnya adalah palsu; atau

- Isi yang terdapat di dalamnya telah mengalami grab, baik berupa
pengurangan, atau penambahan kalimat.

Kekuatan pembuktian lahiriah ini berlaku bagi get@ang dan
tidak terbatas pada para pihak saja. Sebagai akdt, Imaka keunggulan
akta otentik terdapat pada kekuatan pembuktianiddmi
. Kekuatan pembuktian formaiofmele bewijskracht

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh aktantike
dibuktikan bahwa pejabat yang bersangkutan telanyatakan dalam
tulisan itu sebagaimana yang tercantum dalam aktdan selain dari itu
kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabatrdalkta itu sebagai
yang dilakukan dan disaksikannya dalam melaksangiaaitannya itu.
Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejakstia itu
membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikanniyg&ng dilihat,
didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh notagisagai pejabat umum di
dalam menjalankan jabatannya

Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastaggal dari
akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapamdakda itu, identitas
dari orang-orang yang hadir, demikian juga tempataha akta itu dibuat
dan sepanjang mengenai akta partai, bahwa park pémar menerangkan

seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedangkaberkaran dari

% R. SubektiHukum PembuktigrCet.XI, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995)98al
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keterangan-keterangan itu sendiri hanya dapat tthpasoleh pihak-pihak
itu sendiri®®
c. Kekuatan pembuktian materiahéteriele bewijskracht

Kekuatan pembuktian material akta otentik menyahgku
permasalahan benar atau tidaknya keterangan yaragntem di dalamnya.
Oleh karena itu kekuatan pembuktian material adal@tsoalan pokok
akta otentik.

Isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berladiagai yang
benar, menjadi terbukti dengan sah di antara paekman ahli warisnya
serta para penerima hak mereka, dengan pengertian:

- Bahwa akta itu, apabila dipergunakan di muka peeadadalah
cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk im@ntanda
pembuktian lainnya di samping itu;

- Bahwa pembuktian sebaliknya senantiasa diperkemad&agan alat-
alat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untukn&nurut undang-
undang®

2.4. NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Menciptakan sebuah institusi pasar modal yang nmoggilk cukup hanya
didukung oleh perangkahardware dan software yang modern. Dari sisi
hardware pasar modal nasional telah mampu dan berhasilgemebangkan
sebuah sistem perdagangan melalui komputer. Sélgmjutinggal memoles
bagaimana pemakaian teknologi canggih tersebut ldiohaksimalkan sehingga
seluruh sistem di pasar modal bisa dijalankan miejalingan komputer. Tidak
hanya sistem perdagangannyeorft office, tetapi juga sistem penyelesaiannya
(back officg. Dari sisisoftware pasar modal Indonesia telah memiliki perangkat
peraturan perundang-undangan yang cukup memadai bdaorientasi pada
standar internasional. UUPM cukup mengakomodasiduzi persoalan yang ada

dan mungkin timbul di masa mendatang dalam kegiptear modal. Perangkat

% G.H.S. Lumban Tobing)p.Cit, hal. 57.

% |pid., hal. 60.
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aturan yang disusun melalui mekanismaile-making rule mampu
mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan pésar.

Namun, semua perangkat bdikrdware maupunsoftwaretersebut tidak
akan bisa menciptakan suatu sistem yang sempukandidak ditunjang oleh para
pelaku yang mengendalikan sistem itu sendiri. Retiilsini tidak hanya terbatas
pada investor yang memang merupakan bagian mudlaksdatu pasar-tapi juga
pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyelenggarasstem di pasar modal.
Mereka terdiri dari lembaga dan profesi penunjaagpp modal.

Jika peran lembaga dan profesi penunjang ini lumgidak mampu
menjalankan fungsinya dengan baik dan benar, sotitk mewujudkan sebuah
pasar modal yang kompetitif, sehat, dinamis, dasiesf. Karenanya, kualitas
lembaga dan profesi penunjang ini tidak bisa diapggmeh. Dengan kata lain,
pasar modal tidak hanya membutuhkan infrastruktangy memadai serta
kerangka hukum yang kokoh, tapi juga memerlukaagsgrofesional para pelaku
pasar modal itu sendiri.

Infrastruktur pasar modal dapat disebut memadabikgpeelah dilengkapi
dengan unsur pengawasgelf Regulatory OrganizatioSRO), kliring, serta
penyelesaian dan penyimpanan yang baik. Pasar nuaget dikatakan telah
memiliki kerangka hukum yang kokoh apabila telahmpenyai landasan hukum,
baik berupa undang-undang maupun peraturan pela#sapa yang mengatur
segala aspek kegiatan pasar modal itu sendiriaBipgng itu para pelaku pasar
modal dapat disebut profesional apabila mereka ifitedkeémampuan teknis yang
diperlukan dan menjunjung tinggi etika profesinyasing-masing?®

Profesi penunjang pasar modal telah diatur dalanPMUWlan peraturan
pelaksanaannya. Sebagai salah satu pelaku pasai, poufesi penunjang pasar
modal turut bertanggung jawab dalam mengembangkaarpmodal. Tanggung
jawab utama dari profesi penunjang pasar modabhdakembantu emiten dalam
prosesgo publicdan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaansyitigya

terus-menerus. Untuk melaksanakan tanggung jawabhiat, profesi penunjang

7| Putu Gede Ary SutMlenuju Pasar Modal Moderr(Jakarta: Yayasan SAD SATRIA
BHAKTI, 2000), hal.190.

%8 |bid, hal.191.
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pasar modal perlu memiliki pengetahuan yang memadaigenai UUPM dan

peraturan pelaksanaannya serta ikut bertanggungbjaerhadap kepatuhan dan
ketaatan emiten yang menjadi nasabahnya dalam aangknenuhi ketentuan
pasar modal yang berlaku, dan secara aktif menderikasehat kepada
nasabahnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaklanD kaitan tersebut,

independensi profesi penunjang pasar modal samgaing. Sehubungan dengan
masalah keterbukaan yang harus dilakukan emitefegrpenunjang pasar modal
perlu mengembangkan keahlian untuk membantu catoitee atupun emiten

dalam mempersiapkan prospektus dan laporan-lap@ag diwajibkan. Semua

informasi harus diungkapkan secara jelas sehinggédaimdimengerti masyarakat.
Penekanan mengenai keterbukaan harus diberikan paldbal yang sangat

relevan dan menjadi perhatian para analis efelpdarodal®

Pasal 64 UUPM menentukan paling sedikit ada empdes penunjang
di pasar modal yang membantu emiten dalam melakkktarbukaan. Keempat
profesi itu adalah akuntan, konsultan hukum, perdin notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang memdkiat otentik.
Peranan Notaris diperlukan dalam emisi efek. Dakmsi saham, Notaris
berperan dalam membuat akta perubahan anggaran elast@n dan apabila
diinginkan oleh para pihak, notaris juga berperatammi pembuatan perjanjian
penjaminan emisi efek. Sedangkan dalam emisi abligetaris berperan dalam
pembuatan perjanjian perwaliamanatan dan perjapgaanggungan. Di samping
itu peranan Notaris dalam pasar modal juga diparukterutama dalam
hubungannya dengan penyusunan anggaran dasargbaka pasar modal seperti
emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dessadaka. Selain itu, notaris
juga melakukan penyusunan kontrak-kontrak penteqesi kontrak reksadana,
kontrak penjaminan emisi, dan kontrak-kontrak hgamg diperlukan. Mengingat
peranannya tersebut, notaris harus memahami pangbassar modal yang berlaku

dan melaksanakan kegiatannya secara indepéfiden.

% Ibid., hal.204.

0 |pid., hal.206.
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2.5. ANALISIS

2.5.1. Tanggung Jawab Profesi Notaris

2.5.1.1. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Profesinya

Sebagai pengemban sebuah profesi, seorang Naatis\ya mempunyai

tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannyaggliag jawab Notaris

terhadap profesinya meliputi unsur-unsur sebagakute

1.
2.

Bertindak untuk melaksanakan dan menegakkan keadila
Menjalankan tugasnya dengan jujur dan patut seselgan Kode Etik
Notaris dan UUJN;

3. Harus memenuhi prinsip kompetensi keilmuan dan lkah

4. Menjalankan tugasnya dengan kehati-hatian danno@iti sesuai dengan

akal sehat;

Melaksanakan tugasnya dan mencegah praktek hukogtigak sah dan
senantiasa menghindarkan tindakan yang tidak sdsagian keperluan;
Melaksanakan tugasnya sebagai orang yang terperdagamenjaga
kerahasiaan masalah dan/atau informasi yang diystaa kepadanya;
Harus menjalankan tugasnya dengan menghindarkaryagteertentangan
kepentingan;

Tidak menggunakan cara-cara yang tidak sejalan aerkgpentingan
publik, tidak sejalan dengan kewajiban untuk merghemkan
kehormatan profesi hukum dalam memperoleh Kiten.

Dalam menjalankan kewajibannya ini, menurut Notoidgojo profesional

hukum harus memiliki:

1.

Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukunarseformal belaka,
melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;

Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesumigdn perasaan
masyarakat;

Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk enarkan keadilan
dalam suatu perkara konkret;

" Melani TheresiaQp.Cit, hal.70-71.
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4. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu beremurut apa adanya, dan
menjauhi yang tidak benar dan tidak p&tut.

2.5.1.2. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pengguna Jasa

Tanggung jawab Notaris terhadap pengguna jasa ibetkdengan sifat
kerahasiaan dari profesi Notaris. Seorang Notagikdwajiban untuk menjaga
serapat-rapatnya semua informasi yang diberikaru algpercayakan oleh
Penghadap/ Pengguna Jasa terhadap Notaris.

Selain itu, dalam hubungannya dengan tanggungbjagrhadap pengguna
jasa, netralitas dari Notaris juga sangat berpéararis adalah profesi yang tidak
berpihak,atau dapat dikatakan sebagai profesi yaaugdiri. Terhadap pengguna
jasa, Notaris tidak boleh membeda-bedakan dan naémiérhadap salah satu
pengguna jasa saja, yang mungkin lebih menguntungKataris tersebut.
Misalnya saja dalam hal penghadap adalah Persefesbatas yang akan
membuat Anggaran Dasar. Notaris tidak boleh memipa#ta pemodal yang
paling besar dari Perseroan Terbatas tersebut. aBah&ebenarnya Notaris
diamanatkan kewajiban untuk memberikan pelayanearseuma-cuma terhadap
pihak-pihak tertentu, misalnya terhadap penghadapg \ingin membuat akta,
namun tidak mampu membayar honorarium Notaris. fotderkewajiban

membebaskan orang tersebut dari biaya.

2.5.1.3. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Masyarakat

Tanggung jawab Notaris terhadap masyarakat adalehgusahakan
sejauh mungkin kebenaran data-data yang tercantlamdakta Notaris, agar
ketika data tersebut tersebar ke masyarakat ludak takan menimbulkan
kerugian dalam hal hubungannya dengan pihak ke8eg&ain itu, Notaris juga
harus memberikan keterangan yang sebenar-benatidak menyesatkan,
sehingga tidak akan merugikan pihak ketiga. Dalaaktpknya, misalnya dalam
mendaftarkan akta, Notaris harus memastikan aktseliat tidak digunakan

sebelum pernyataan Tidak Keberatan Menteri. Haldilakukan untuk tetap

2 Abdul Kadir MuhammadEtika Profesi Hukum(Bandung: Citra Adiya Bakti, 1997),
hal.2.
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menjaga kepastian hukum dalam masyarakat dan meméegadinya sengketa di
kemudian hari.

Selain itu, Notaris juga memiliki tanggung jawalosial terhadap
masyarakat, yakni dengan memberikan jasa secara-cuma sepanjang warga
tersebut memang tidak memiliki kemampuan finansiadtuk membayar

honorarium Notaris.

25.2 Peran Notaris Apabila Terjadi Suatu Transaksi yang Mengandung

Benturan Kepentingan Tertentu

Menurut Angka 3 Huruf a Peraturan Bapepam NomoEIX. Transaksi
yang mengandung Benturan Kepentingan wajib terldatulu disetujui oleh para
Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yaeq diewenang untuk itu
dalam RUPS sebagaimana diatur dalam PeraturaPensetujuan mengenai hal
tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta Hotarii

Secara keseluruhan, peranan notaris di bidang pasaal terutama
diperlukan dalam hubungannya dengan penyusunanakagddasar para pelaku
pasar modal, seperti emiten, perusahaan publikspbaan efek, dan reksa dana,
serta pembuatan kontrak-kontrak penting sepertitriknreksa dana, kontrak
penjaminan emisi dan perwaliamanatan.

Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 di atas memberi&arbahan peranan
notaris di bidang pasar modal, yaitu membuat akt# & untuk mendapat
persetujuan pemegang saham independen dalam hedd&kukannya transaksi
yang mengandung benturan kepentingan tertentu.

Jasa notaris juga diperlukan dalam hal-hal lairegef’

1. Membuat berita acara RUPS dan menyusun pernyatggartusan-keputusan
RUPS, baik untuk persiapgo publicmaupun RUPS setelgo public
2. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut pengejaraan RUPS, seperti

kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaanar@atpemanggilan untuk

3 Arman Nefi, ‘Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Moda$lide Bahan Kuliah
Hukum Pasar Modal Magister Kenotariatan Universitedonesia, Pokok Bahasan Il, diberikan
pada tahun ajaran 2011/2012.
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RUPS, dan keabsahan dari pemegang saham atau Yaasartuk
menghadiri RUPS;

3. Meneliti perubahan anggaran dasar (AD) agar tidaklapat materi atau
pasar-pasal dalam AD yang bertentangan dengan upsmatperundang-
undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk kn&kn penyesuaian-
penyesuaian pasal-pasal dalam AD agar sejalan danenuhi ketentuan
menurut peraturan di bidang pasar modal dalam eamgg&lindungi investor

dan masyarakat.

Dengan demikian, dalam peranannya membuat akt@hidf2UPS yang
menegaskan persetujuan pemegang saham independ@m dangka akan
dilakukannya transaksi yang mengandung benturaaritegan tertentu, terdapat
juga tanggung jawab notaris untuk meneliti keabsdia-hal yang menyangkut
penyelenggaraan RUPS, serta memastikan bahwa katekétentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan t@jalankan sebagaimana
mestinya, misalnya mengenai masalah kuorum, dakahpéenar pemegang
saham yang hadir adalah pemegang saham indeperaterielhdh memenuhi
kuorum kehadiran dan persetujuan yang ditentukdandperaturan perundang-
undangan yang terkait.

Atas semua akta yang dibuatnya, notaris wajib merapggungjawabkan
dengan membuat pernyataan tertulis, yaitu perngapamafesi penunjang pasar
modal bagi notaris, yang berisi hal-hal berikut:

1. Kami bertanggung jawab bahwa segala sesuatu yatahsdilaksanakan
dalam rangka penawaran umum adalah tidak bertesmardengan
Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) date kctik Notaris;

2. Kami sebagai profesi penunjang pasar modal dalataksenakan tugas
telah bertindak sesuai dengan Notaris Reglemeta Kede Etik Notaris;

" Herlina Syati BachtiarSerial Contoh Akta Notaris dan Akta di Bawah Tandarku
VII Mengenai Go Public (Initial Public Offering=IPQQ (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), hal
133-134.
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. Kami sebagai profesi penunjang pasar modal dalataksenakan tugas
bersikap independen dan tidak memiliki benturaneképgan dengan
emiten;

. Kami bertanggung jawab atas penelaahan dengan tlegagabatan dan
telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan peaniniéormasi kepada
emiten dan pihak lain yang dipandang perlu. Pesanydan permintaan
informasi tersebut mencakup seluruh informasi yas®guai dengan
Notaris Regelement, Kode Etik Notaris, dan peraturaodal yang

berlaku;

. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat damnsakkami yakin

bahwa pernyataan pendaftaran yang disampaikan jaegaiberhubungan
dengan tugas dan jabatan kami tidak memuat peanyatau informasi

yang tidak benar, sesuai dengan akta yang kamj buat

. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat daansakstas pernyataan
pendaftaran sepanjang yang berhubungan dengandaggsbatan kami,
dan sesuai dengan Notaris Reglement dan Kode Etilrld, kami yakin

bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghaméxdksananya

penawaran umum ini;

. Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasathatan kami dalam
rangka penawaran umum ini, dan kami juga telah naembseluruh

prospektus dan dokumen pernyataan sepanjang yahghomgan dengan
tugas dan jabatan kami terutama untuk melihat dpakiormasi yang

dimuat sesuai dengan akta-akta yang telah kami &taa yang telah
diperlihatkan kepada kami;

. Dalam hal ditemukan adanya informasi yang tifak dsemenyesatkan,
atau belum mengungkapkan informasi yang seharudinpgkapkan yang

berhubungan dengan tugas dan jabatan kami, kanganpeuntuk segera
menyampaikan informasi itu kepada Bapepam baik Iggbemaupun

setelah pernyataan perndaftaran menjadi efektigaeridak mengurangi
ketentuan hukum yang berlaku terhadap profesi kan@ngenai rahasia

jabatan.
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Pernyataan notaris seperti disebutkan di atas semanekankan bahwa
notaris bertanggung jawab dalam tugas dan jabatanmtuk mendapatkan
informasi yang sebenar-benarnya dalam pembuataa, adrta menuangkan
informasi tersebut ke dalam akta dengan benarlabeteengadakan penelaahan
yang cermat dan seksama.

Hal ini juga berlaku dalam pembuatan akta RUPS padden tentang
persetujuan pelaksanaan transaksi yang mengandenturén kepentingan
tertentu. Notaris harus memastikan kesesuaian delpenaran apa yang
disampaikan dan diputuskan dalam rapat dan menaangk secara benar dalam
aktanya.

Kedudukan seorang notaris sebagai seorang fungsondalam
masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegaeorang notaris biasanya
dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseoagad) whemperoleh nasihat
yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ddalisditerapkannya (konstatir)
adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kisnduatu proses hukurh.

Setiap masyarakat membutuhkan seseordigyiuf) yang keterangan-
keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercagaig yanda tangannya serta
segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuedrasg ahli yang tidak
memihak dan penasihat yang tidak ada cacatngakréukbaar atau
unimpeachablg yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjiangydapat
melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kat@orang advokat membela
hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan anséorang notaris harus
berusaha mencegah terjadinya kesulitafCitu.

A.W.Voors membagi pekerjaan notaris menj4di:

a. Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undangg ypga disebut
pekerjaan legal, dan
b. Pekerjaan ekstralegal, yaitu pekerjaan yang digakan padanya dalam

jabatan itu.

> Tan Thong KieStudi Notariat: Serba Serbi Praktek Notar{dakarta: PT Ichtiar Baru
Van Hoeve, 2000), hal. 157.

®Ibid., hal.162.

" |bid., hal.165.
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Yang disebut pertama menurut A.W.Voors adalah tugdmgai pejabat
untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah sdaagai contoh
disebutnya antara lain: memberi kepastian tanggambuat grosse yang
mempunyai kekuatan eksekutorial, memberi suaturdeg@an dalam suatu akta
yang menggantikan tanda tangan, dan memberi kapastengenai tanda tangan
seseorang. Pekerjaan-pekerjaan ini dilakukan ateinasg notaris sebagai suatu
badan negaraofgaan van de staptdan berdasarkan itu maka tindakannya
mempunyai kekuatan undang-unddhg.

Kemudian tugas lain yang dipercayakan kepadanyklagaenjamin dan
menjaga “perlindungan kepastian hukum” atau sebzay@a yang ditulis oleh
A.W.Voors: de bescherming van de rechtszekerh&8dtiap warga mempunyai
hak serta kewajiban dan ini tidak diperbolehkarasesembrono dikurangi atau
disingkirkan begitu saja. Kepercayaan diberikan akiep Notaris untuk
memperhatikan kepentingan yang lemah dan kurangyemenDan perlindungan
yang sama dipercayakan kepadanya dalam semua timgakn lainnya yang
bentuknya diharuskan dengan akta otentik (aktarispté&seorang notaris harus
berpegang teguh pada fungsinya, yaitu sebagai reeguanengah yang tidak
boleh berpihak, bukan seorang perantara maupungamb

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab notagisurat jabatannya
dalam membuat akta RUPS tentang persetujuan pegnegham independen atas
transaksi yang mengandung benturan kepentingaentertdapat diperhatikan
pendapat-pendapat ahli sebagai berikut.

Mr.Wolthuis dalam karangannya “Het Testament vanZaekapitein”
dalam buku Prijsvraagbundel, him 115:

Seorang notaris memang seorang yang teliti dantidak mudah
melompat-lompati soal-soal, sebagaimana seorang bglamdi

hadapan pengadilan yang tanpa pikir panjang menkggan sesuatu
yang dibisikkan oleh klien mereKa.

Pendapat Mr.Wolthuis ini pada dasarnya menunjukkahwa notaris
harus mengutamakan kejujuran dan tidak berpihakydhamtuk memuaskan

"8 Ibid.

®Ibid., hal.173.
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keinginan klien. Demikian juga dalam pembuatan RUB&ang persetujuan
pemegang saham independen tersebut, notaris tiddéh bmenyampaikan
informasi yang tidak benar dalam aktanya untuk nmernepermintaan emiten
sebagai kliennya. Akta yang dibuat oleh notarisibaenantiasa menggambarkan
apa yang sebenarnya tanpa ada unsur keberpihagadaklien.

Mr.A.G.Lubbers menulis:

Di bidang Notariat terutama diperlukan suatu ka#eli yang lebih
dari biasa, tanpa itu seseorang dalam bidang abtadaklah pada
tempatnyd®

A.W.Voors dalam preadvisnya tahun 1949, him 23:

Sudah barang tentu seorang notaris harus mengtippseakta
mengenai kepastiannya dalam hukum dan menjaga dlalsbmua
pihak pasti dan jelas dalam tiap kontrak. Inilaimgyanengakibatkan
bahwa seorang notaris bukanlah seorang pemberaidatig hukum;
ila mengikuti jalan yang pasti dan dalam hal yangagnakan ia lebih
baik tidak bertindak daripada menempuh jalan licilengan
ketidakpastian hukur.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa notatekthanya memiliki
pekerjaan legal sebagaimana yang ditentukan dalenatysan perundang-
undangan mengenai wewenang dan peranan notarisynngimga mencakup
pekerjaan ekstralegal yang pada intinya merupakeringungan kepastian
hukum. Dalam kaitannya dengan pembahasan ini b@entndungan kepastian
hukum bagi para pemegang saham independen yangs hditindungi
kepentingannya dalam pelaksanaan transaksi yanggamdang benturan
kepentingan terntentu.

Hal ini sesuai juga dengan sumpah jabatan notgaisy melaksanakan
jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandirifidiak berpihak. Kelima sifat
ini merupakan sifat jabatan notaris yang harusgiipg teguh dalam menjalankan
profesinya, termasuk juga bagi notaris pasar mddiEm membuat akta terkait

transaksi yang mengandung benturan kepentingan ini.

¥ bid.

8 bid., hal.175.
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Notaris harus teliti, cermat, dan bertanggung favdalam jabatannya
untuk memastikan bahwa akta yang dia buat mengeselah RUPS tentang
persetujuan pemegang saham independen atas trangaky mengandung
benturan kepentingan telah memenuhi apa yang twiaiur dalam peraturan
perundang-undangan tentang transaksi yang menggramuran kepentingan
tersebut sehingga pada gilirannya hak-hak dan kepasukum pemegang saham

independen dapat terlindungi dan juga sekaliguscegah persoalan hukum di

kemudian hari.
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BAB 3
BATASAN KEWENANGAN NOTARISDALAM MEMBUAT AKTA JIKA
TERLIBAT DALAM POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN DALAM
SUATU TRANSAKSI

3.1. KEGIATAN NOTARIS DI PASAR MODAL

3.1.1. Syarat Menjadi Notarisdi Pasar M odal

Notaris yang akan melakukan kegiatan di pasar madgb terdaftar di
pasar modal sesuai dengan Peraturan Bapepam NomibD.Y tentang
Pendaftaran Notaris Yang melakukan Kegiatan di P&sadal (selanjutnya
disebut Peraturan bapepam Nomor VIII.D.1). Selelah terdaftar di pasar modal,
dalam menjalankan tugasnya seorang notaris jugab wagnjalankan dan
menjunjung tinggi kode etik notaris.

Dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.D.1, telah dikan beberapa
persyaratan yang harus dipenuhi oleh Notaris agpatdmelakukan kegiatannya
di Pasar Modal.

Persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebadaitber

1. Notaris yang melakukan kegiatan di bidang Pasara@legjib terlebih
dahulu terdaftar di Bapepam dan memenuhi persyaragbagaimana
diatur dalam peraturan tersel5tit.

2. Persyaratan Notaris sebagaimana dimaksud dalamaamgkeraturan
tersebut adalah sebagai berilt :

a. telah diangkat sebagai Notaris oleh Menteri Kehakindan telah

diambil sumpahnya sebagai Notaris dari instansgy@erwenang;

b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan ataukuim karena

terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan

c. memiliki akhlak dan moral yang baik;

8 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga KeuaRgeatpran Nomor VIII1.D.1
tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-37/PM/1996, Angka 1

8 bid., Angka 2.
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. wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal, daersyaratan

keahlian dapat dipenuhi melalui program latihangydiakui Bapepam;
sanggup secara terus menerus mengikuti programidieand Profesi

Lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peratupgnundang-
undangan di bidang Pasar Modal;

sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan PRerajabatan
Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi, serta senaatidersikap
independen;

telah menjadi atau bersedia menjadi anggota IKstzaris Indonesia
(IN1); dan

. bersedia untuk diperiksa oleh lkatan Notaris Indtmatas pemenuhan

Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Birof@lam rangka
melaksanakan kegiatannya.

. Permohonan pendaftaran Notaris sebagai ProfesinRerguPasar Modal

diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat)gaden

mempergunakan Formulir Nomor VIII.D.1-1 lampiran g@eraturan

tersebuf?

. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalgia 8 peraturan

tersebut, disertai dokumen sebagai beriRut:

a.
b.

Nomor Pokok Wajib Pajak;

surat keputusan pengangkatan selaku Notaris dantévieKehakiman
dan Berita Acara Sumpah Notaris dari instansi \@rgvenang;

surat pernyataan bahwa Notaris tidak pernah metakyserbuatan
tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukatak pidana di

bidang keuangan;

. sertifikat program pelatihan di bidang Pasar Mogahg diakui

Bapepam;

8 bid., Angka 3.

8 bid., Angka 4.
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e. surat pernyataan bahwa Notaris sanggup mengikudaraeterus
menerus program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL)bidang
kenotariatan dan peraturan perundangundangan andiBasar Modal;

f. surat pernyataan bahwa Notaris sanggup melakukanenidesaan
sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) old@ Ktik Profesi,
serta senantiasa bersikap independen dalam melakekgatannya;

g. bukti keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INika(ada);

h. surat pernyataan bahwa Notaris bersedia menjadgoaaglkatan
Notaris Indonesia (INI) setelah memperoleh SuramdBaTerdaftar
(STTD) dari Bapepam dan akan menyampaikan bukthdggataan
tersebut kepada Bepapam; dan

I. surat pernyataan bahwa Notaris bersedia diperikdalkatan Notaris
Indonesia (INI) atas pemenuhan Peraturan Jabatéewidl¢PIN) dan
Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan keuymta

. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalakaeéhgeraturan

tersebut tidak memenuhi syarat, maka selambat-lanyhadalam jangka

waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimapgamohonan tersebut,

Bapepam wajib memberikan surat pemberitahuan kepad@hon yang

menyatakan bahwa®:

a. permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Farrildmor
VIII.D.1-2 lampiran 2 peraturan tersebut; atau

b. permohonan ditolak dengan menggunakan Formulir d¢ovill.D.1-

3 lampiran 3 peraturan tersebut.

. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalakaéhgeraturan

tersebut memenuhi syarat, maka selambat-lambatigadangka waktu

45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya peroma@n secara lengkap,

Bapepam memberikan Surat Tanda Terdaftar Profesurifang Pasar

Modal kepada pemohon dengan menggunakan FormutiroN&111.D.1-

4 lampiran 4 peraturan terseB(t.

bid., Angka 5.

8 1bid., Angka 6.
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7. Setiap perubahan yang berkenaan dengan data adamasi dari Notaris
wajib dilaporkan kepada Bapepam selambat-lambatdyéempat belas)

hari sejak terjadinya perubahan terséBut.

3.1.2. Peranan Notaris di Bidang Pasar Modal

Tanggung jawab utama dari profesi penunjang pasadamadalah
membantu emiten dalam prosgs public dan memenuhi persyaratan mengenai
keterbukaan yang sifatnya terus-menerus. Sehubuniggrgan keterbukaan,
profesi penunjang pasar modal harus selalu mengegkba keahlian untuk
membantu emiten dalam mempersiapkan prospektusiag@man-laporan yang
diwajibkan® Selain itu, profesi penunjang pasar modal secatifraemberikan
nasihat dan masukan terhadap perkembangan-perkgarbaerbaru terutama
apabila ada peraturan yang baru dengan tetap megegiependensi profesi dan
integritas yang tingglt°

Salah satu profesi penunjang pasar modal adal&nisioPeranan notaris
dalam pasar modal terkait dengan dokumen-dokumeqg wiperlukan emiten,
baik dalam rangka IPO atau RUPS, ketika suatu pbaa sudah terdaftar di
pasar modal. Sebagian besar dokumen yang diperlglegerti perjanjian-
perjanjian pada saat IPO atau Berita Acara RapatriiRemegang Saham pada
saat RUPS semuanya dibuat dalam bentuk akta notaris

Sebelum membuat suatu akta, maka notaris harus umgndkan data-
data dan keterangan. Suatu akta baru dapat dibefamotaris apabila data-data
dan keterangan yang dibutuhkan telah lengkap. Daftemjalankan peranannya,
notaris harus dapat bersikap sebagai pihak yanglnatau pihak penengah.
Notaris harus dapat memberikan penjelasan mendamkan (dalam hal ini
tindakan dalam pasar modal) yang dilakukan olehteamberdasarkan data-data

dan keterangan yang diperoleh.

8 |bid., Angka 7.
8 M. Irsan Nasarudin dan Indra Sur@p.Cit., hal.13.

% | pid.
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Dalam UUPM tidak terdapat pasal khusus yang mengatengenai
kewenangan Notaris atau fungsi dari Notaris. Pemgatkhusus dalam UUPM
adalah mengenai pengertian Notaris yang mana Natarimerupakan salah satu
profesi penunjang dari pasar modal. Ketentuan iatiud dalam Pasal 64 UUPM,
dimana dinyatakan bahwa profesi penunjang pasaahaathlah lembaga profesi
yang karena fungsinya dapat memberikan pemerikgzamlaian, atau nasihat-
nasihat kepada pelaku pasar modal.

Pengertian Notaris berdasarkan Pasal 64 ayatuiif l UUPM adalah
pejabat umum yang berwenang membuat akta oterttiikgga semua akta yang
dibuat oleh Notaris yang memenuhi syarat dari ketan dari akta-akta yang
dapat dikatakan merupakan akta otentik adalah grédéum yang mempunyai
kekuatan hukum yang kut.

Secara keseluruhan, peranan Notaris di bidangr pasaal terutama
diperlukan dalam hubungannya dengan penyusunanakagdoasar para pelaku
pasar modal, seperti emiten, perusahaan publikspbaan efek, dan reksa dana,
serta pembuatan kontrak-kontrak penting sepertitr@knreksa dana, kontrak
penjaminan emisi dan perwaliamanatan.

Sesudah perusahaan listing di pasar modal, tugesidladalah dalam hal
memproses pengesahan dari perbuatan-perbuatan hdé&xinperusahaan yang
mengakibatkan terjadinya perubahan Anggaran Dasamng y memerlukan
persetujuan RUPS dan melegitimasi perjanjian-pgajanyang melibatkan
perusahaan.

Perbuatan-perbuatan hukum yang dimaksud ad@aiporate Action,
yaitu tindakan atau aksi korporasi emiten (perusah&o Public) yang
berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredarumaaphadap harga saham
yang bersangkutan di bursa. Keputuseorporate action perlu mendapat
persetujuan terlebih dahulu dalam rapat umum, BAIKS ataupun RUPSLB.
Persetujuan pemegang saham adalah mutlak untuikbegla suatiwcorporate

action sesuai dengan peraturan pasar modal.

°! IndonesialUndang-Undang tentang Pasar Modal, Op.Cit., Pasal 64 ayat (2).

%2 M. Paulus Situmorandlengantar Pasar Modal, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008),
hal. 145.
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3.1.2.1. Dalam rangka I PO saham

Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasatal memainkan
peranan yang cukup fundamental dalam kegiatanddinigi pasar modal, terutama
dalam kegiatan penawaran umum perdana saham.

Dalam proses penawaran umum perdana, seorangsndtamtut untuk
memiliki pengetahuan yang cukup tentang ketentuiamidhng pasar modal
karena notaris memiliki tanggung jawab untuk mendin memeriksa seluruh
dokumen perusahaan yang berhubungan dengan pers@sgran umum perdana.
Dokumen-dokumen yang waijib diperiksa oleh notanigara lair™

a. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan;
b. Seluruh perubahan Anggaran Dasar, termasuk dizamnyar

1. Rapat-Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik Ralfan

maupun RUPS luar biasa, terutama yang berkaitagateperubahan
Anggaran Dasar emiten. Perlu diperhatikan apakahP&RUelah
diadakan dan dibuat suatu keputusan yang sah dagikae dengan
memeriksa apakah persyaratan kuorum dan pemungutaa dalam
RUPS telah terpenuhi;

2. Pengesahan Akta Pendirian dan persetujuan semaala@tas setiap

perubahan Anggaran Dasar Emiten sesuai dengan ghidiasiang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas T YRitu:

- Surat Persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HasAslanusia
Republik Indonesia;

- Pendaftaran dalam Wajiib Daftar Perusahaan yangaiitkan
dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentangb/\Zxgiftar
Perusahaan;

- Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia;

c. Permodalan dan saham; hal-hal yang perlu dipedratierkaitan dengan

permodalan dan saham adalah:

% Nindya NursantoPeranan dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang
Pasar Modal terhadap Perusahaan yang Melakukan Initial Public Offering (IPO) Saham, (Depok,
Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Umsivas Indonesia, 2005), hal. 76-78.
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1. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modatali Emiten
yang ada pada saat terakhir sebelum emisi;

Jenis saham yang dikeluarkan Emiten;

Susunan pemegang saham terakhir;

Riwayat permodalan dan pemilikan saham serta paraiiya; dan

ok D

Bukti penyetoran modal,
d. Direksi dan Komisaris, yakni mengenai:
1. Keabsahan pengangkatan direksi dan komisaris yedang menjabat;
2. Jangka waktu /masa jabatan anggota direksi dandeoisi
e. Persetujuan-persetujuan, khususnya persetujuan k unelakukan
penawaran umum perdana, antara lain:

1. Persetujuan RUPS;

2. Persetujuan Dewan Komisaris Emiten;

3. Persetujuan dari instansi yang berwenang yang didsan agar
Emiten dapat melakukan kegiatan usahanya, atauk umiemiliki,
menguasai, menempati, menggunakan sesuatu, atadapatkan
suatu hak.

Di samping bertanggung jawab untuk memeriksa dokudakumen
terkait kegiatan Penawaran Umum Perdana sepert tgdah disebutkan di atas,
Notaris juga memiliki peranan lainnya yang lebimgogg terkait hal ini, yaitu
pembuatan akta-akta yang disyaratkan oleh perapgaimdang-undangan yang
berlaku di bidang pasar modal dalam rangka penamanaum perdana saham.
Akta-akta yang dibuat oleh Notaris tersebut, arf@ira®

a. Pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar BRasaSLB)
tentang persetujuan untuk melakukattial Public Offering (IPO);
b. Perubahan Anggaran Dasar Emiten
Untuk dapat melakukan penawaran umum perdana safzam
menjadi suatu perusaha@o Public, Emiten harus mengubah status badan
hukum dari perseroan tertutup menjadi perseroduker dan melakukan

perubahan anggaran dasarnya untuk disesuaikan rdepgaaturan

% Munir Fuady,Pasar Modal Modern, Cetakan Pertama, (Bandung: Citra Adiya Bakti,
2001), hal. 61.
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perundang-undangan yang berlaku di bidang pasaalmbdsinilah peran
dan tanggung jawab Notaris selaku profesi penungasgr modal sangat
dibutuhkan, yaitu untuk membuat akta yang memuatlqadan Anggaran
Dasar tersebut, seperti yang disyaratkan dalam UdPmana setiap
perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas hbunet dengan akta
Notaris dalam bahasa Indonesia.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Perjanjian penjaminan emisi efek yang dilakukanapsaat tahap

persiapan untulkso Public dibuat antara Emiten dan Penjamin Emisi Efek,
dan biasanya berbentuk akta Notaris. Dalam menyuBerjanjian
Penjaminan Emisi Efek, Notaris tidak hanya harusmperhatikan
kepentingan Emiten dan kepentingan Penjamin Enfisk,Ehamun juga
kepentingan segenap Penjamin Pelaksana Emisi Edaekkdpentingan
masyarakat calon pemodal yang nantinya ikut seaantd penawaran
umum perdana saham. Notaris harus memperhatikda@lagaepentingan
calon pemodal sudah cukup terlindungi dalam peaetgwal emisi atau
dalam prosedur penjatahan dan pengembalian uaagaeslsi perjanjian
ini antara lain:

- Tentang penawaran umum;

- Tentang penjaminan emisi,

- Tentang pernyataan pendaftaran menjadi efektif;

- Tentang jadwal waktu;

- Penyebaran prospektus, formulir pemesanan, pembskdham,

dan prospektus ringkas;

- Pelaksanaan penawaran umum;

- Penerimaan dan sistem penjatahan;

- Pembayaran;

- Pengembalian uang;

- Imbalan jasa,;

- Undertaking dan waransi dari emiten;

- Undertaking dan waransi dari para penjamin emisi;

- Hukum yang berlaku;
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- Pengadilan yang berwenang;
- Alamat pemberitahuan.
d. Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Adakalanya terdapat hal-hal yang belum dapat dicakan dalam
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang telah dilmexigan akta Notaris
sebelumnya. Oleh karena itu perlu diadakan bebepsmpabahan atas
Perjanjian Emisi Efek tersebut yang antara lain geeai harga saham
perdana yang akan dijual, jadwal waktu emisi, perhidean sindikasi dari
para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan hal-hal kmng belum
tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efélelsennya.
e. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham
Dalam rangka penawaran umum perdana saham, Eméda p
untuk membuat Perjanjian Pengelolaan Administrasiah dengan Biro
Administrasi Efek sebagai salah satu Lembaga PangnPasar Modal
yang akan membantu Emiten untuk mengadministrasilsamam-
sahamnya yang biasanya dibuat dalam bentuk aktarislotisi dari
perjanjian ini biasanya adalah:
- Penunjukkan;
- Tugas dan kewajiban emiten pada pasar perdana;
- Tugas dan kewajiban biro administrasi efek padamasrdana;
- Laporan-laporan pada pasar perdana;
- Biaya dan cara pembayaran pada pasar perdana;
- Tugas dan kewajiban Biro Administrasi Efek padeap@&rdana;
- Tugas dan kewajiban emiten pada pasar sekunder;
- Laporan-laporan pada pasar sekunder;
- Biaya dan pembayaran pada pasar sekunder.
f. Perubahan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham
Pada saat ditandatanganinya perubahan Perjanjiajarfiaan
Emisi Efek dalam bentuk akta Notaris, bersama uiyajditandatangani
pula perubahan Perjanjian Pengelolaan Administ&siam yang juga
dibuat dalam bentuk akta notaris. Perubahan yalagukan dalam akta
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tersebut adalah mengenai jumlah saham yang akaml dgepada
masyarakat umum.
. Perjanjian Pengadaan Barang Cetakan
Perjanjian ini dilakukan emiten dengan pihak BirdmAinistrasi
Efek sebagai salah satu pelaku kegiatan di pasdalndan diatur dalam
Pasal 48 UUPM. Biro ini menangani pencatatan daniradtrasi saham
yang telah dicatatkan di bursa, antara lain mengegmeliharaan daftar
pemegang saham emiten termasuk setiap pencatatandadan hak atas
saham. Isi perjanjian ini antara lain:
- Jenis dan jumlah barang;
- Persyaratan teknis;
- Harga penawaran;
- Cara pembayaran;
- Jaminan keamanan;
- Denda;
- Pengiriman barang;
- Jaminan/garansi.
. Perjanjian Perwaliamanatan
Jika yang diterbitkan merupakan surat utang kepadayarakat
berupa penawaran umum obligasi, terdapat juga su&anjian antara
pihak perusahaan penerbit obligasi dengan pihakamadnat yang sering
disebut dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
Perjanjian perwaliamanatan ini pada pokoknya s hak-hal
sebagai berikut:
- Tujuan penerbitan obligasi;
- Hak, kewajiban, tugas, dan wewenang wali amanat;
- Imbalan jasa terhadap wali amanat;
- Syarat-syarat obligasi;
- Hak, kewajiiban, dan wewenang emiten;
- Kuasa pemegang obligasi kepada wali amanat;
- Wanprestasi;

- Rapat Umum Pemegang Obligasi;
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- Jaminan-jaminan;

- Undertaking dan waransi dari pihak emiten;
- Alamat-alamat untuk pemberitahuan;

- Hukum yang berlaku;

- Pengadilan yang berwenang, dan

- Ketentuan-ketentuan lain.

3.1.2.2. Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana
Menurut Pasal 1 Angka 27 UUPM, yang dimaksud derigeksa Dana
adalah “suatu wadah yang dipergunakan untuk mermmmmdana dari masyarakat
pemodal untuk kemudian diinvestasikan dalam podf@fek oleh Manajer
Investasi”®®
Dalam kegiatan yang berhubungan dengan reksaidiamataris berperan
untuk membuat akta-akta terkait:
a. Kontrak Investasi Kolektif
Dalam penyusunan dan pembuatan akta ini, Notarrsyatel pada
Pasal 1 Peraturan Bapepam IV.B.2 Lampiran KeputBsgepam Nomor
Kep-04/PM/1996 tanggal 9 Februari 2004.
b. Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan
Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentider®an
ini diatur dalam Peraturan IV.A.4 Lampiran Keputudéetua Bapepam
Nomor Kep-14/PM/2002, tanggal 14 Agustus 2002.
c. Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbergrdean
Pedoman pembuatan akta ini tercantum dalam Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-21/PM/1996 tdngjgalanuari
1996, Peraturan Nomor IV.A.5 tentang Pedoman Ké&nBanyimpanan
Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan.

% Indonesia, Undang-Undang tentang Pasar Modal, iOpR@sal 1 angka 27.

% |bid., hal 108.
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3.2. BATASAN KEWENANGAN NOTARIS DI PASAR MODAL DALAM
HAL TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN

3.2.1. Kewajiban dan Larangan dalam jabatan Notaris

Selain mempunyai kewenangan dalam menjalankanagabgh seorang
Notaris juga mempunyai kewajiban di mana dalam K&tk INI Pasal 1 angka
10 mempunyai pengertian yaitu: sikap, perilakubpatan, atau tindakan yang
harus dilakukan anggota Perkumpulan maupun oraig ylang memangku
jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memalilc@ra serta wibawa
lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhurarkdtadan martabat jabatan
Notaris. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 16 UUXMhg mana kewajiban Notaris
adalah®’

a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihalan menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan imgku

b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimgansebagai
bagian dari Protokol Notaris, kewajiban dalam k&tan ini dimaksudkan
untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan memyingkta dalam
bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan @gayalahgunaan
grosse, salinan, atau kutipannya, dapat segerdatikedengan mudah
dengan mencocokkan dengan aslinya;

c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutglda berdasarkan
minuta akta,;

d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan ddtzang-Undang
ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Yang &sud dengan alasan
untuk menolaknya adalah alasan yang mengakibatkataris tidak
berpihak, seperti adanya hubungan darah atau sensmban Notaris
sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satukpiidak mempunyai
kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan hulatau hal lain
yang tidak dibolehkan oleh undang-undang;

e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yangtmylaudan segala

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta isedelagan

°" IndonesialUndang-Undang tentang Jabatan Notaris, Op.Cit., Pasal 16.
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sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang mekantdain dimana

kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yahglegan dengan

akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindkegentingan semua
pihak yang terkait dengan akta tersebut;

f. Menjilid akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan radnjpouku yang tidak
memuat lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jikenjah akta tidak dapat
dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijlehjadi lebih dari satu
buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, damuh pembuatannya
pada sampul setiap buku;

g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak ydibaatau tidak
diterimanya surat berharga;

h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiainmeurutan waktu
pembuatan akta setiap bulan;

I. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud datamuf h, atau
daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke DaRasat Wasiat
Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dngiétanotariatan
dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama pddigan berikutnya;

j.  Mencatat dalam Repertorium tanggal pengiriman dafesiat pada setiap
akhir bulan;

k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negarpuliik
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dikafisnama, jabatan,
dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

|. Membaca akta di hadapan penghadap dengan dih&ahrpaling sedikit 2
(dua) orang saksi dan ditandatangani pada saafuga oleh para
penghadap, saksi, dan Notaris;

m. Menerima magang calon Notaris.

Pasal 17 UUJN mengatur mengenai larangan bagi iNotdalam
menjalankan jabatannya. Larangan ini dimaksudkankumenjamin kepentingan
masyarakat yang memerlukan jasa Notaris, dimarendan itu adalah sebagai
berikut?®

a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

% |bid., Pasal 17.
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b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tgjifari kerja secara
berturut-turut tanpa alasan;

Merangkap sebagai pegawai negeri;

Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

Merangkap jabatan sebagai advokat;

= ® 2 o

Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawanbadaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan sgeaista,;

g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat AktahTdinaar wilayah
jabatan Notaris;

h. Menjadi Notaris Pengganti;

I. Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengamman agama,
kesusilaan, atau kepatutan, yang dapat mempengkehinrmatan dan
martabat jabatan Notaris;

Selain dalam Pasal 17 UUJN ini, dalam Pasal 52 pigaur mengenai
larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatanygmag mana Notaris tidak
diperkenankan membuat akta untuk diri sendirij/s&tami, atau orang lain yang
mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris kaigna perkawinan
maupun hubungan darah dalam garis keturunan lwusalvah dan/atau ke atas
tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kergpsgmpai dengan derajat ke
tiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupdalam suatu kedudukan,
ataupun dengan perantaraan kudséetentuan ini tidak berlaku, apabila orang
tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri,jaBrpenghadap dalam penjualan
di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilaku#ti hadapan Notaris,
persewaan umum, atau pemborongan umum, atau meajgdiota rapat yang
risalahnya dibuat oleh Notari&’

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaiesial ayat (1)
berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuldidragai akta di bawah

tangan apabila akta itu ditandatangani oleh pergtadanpa mengurangi

bid., Pasal 52 ayat (1).

19 hid., Pasal 52 ayat (2).

Universitas Indonesia
Notaris dan benturan..., Putri Daryuli, FH Ul, 2012.



72

kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk merabhiaya, ganti rugi, dan
bunga kepada yang bersangkutdn.
Pasal 53 UUJN menyebutkan bahwa akta Notaris tlizlkh memuat
penetapan atau ketentuan yang memberikan sesudketatungan badi®*
a. Notaris, istri atau suami Notaris;
b. Saksi, istri atau suami saksi; atau
c. Orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengemidatau saksi,
baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas ktalbawah tanpa
pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sdemggan derajat
ketiga.

3.2.2. Notarisdan Kode Etik

Setiap profesi penunjang pasar modal wajib mehkaale etik dan standar
profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi ngagiasing sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Pasar Modal taan/geraturan
pelaksanaanny&® Dengan adanya kode etik, kepercayaan masyarasatsalatu
profesi dapat diperkuat, karena setiap klien memaurkepastian bahwa
kepentingannya akan terjamin. Kode etik profesiajuyzenting sebagai sarana
kontrol sosial.

Kode etik dan standar profesi merupakan suatudatampemenuhan
kualitas minimal jasa yang diberikan kepada nasaymtilan merupakan suatu
kewajiban bagi setiap orang yang berprofesi pemgnjpasar modal untuk
menaatinya. Namun dalam hal kode etik dan standafeg dimaksud
bertentangan dengan Undang-Undang Pasar Modaletatupan pelaksanaannya,
profesi penunjang pasar modal harus memenuhi ketenyang diatur dalam
Undang-Undang Pasar Modal dan/atau peraturan pelakanya. Hal ini penting
untuk melindungi kepentingan para pemaodal.

1%11pid., Pasal 52 ayat (3).
1921 hid., Pasal 53.
193 |ndonesialUndang-Undang tentang Pasar Modal, Op.Cit., Pasal 66.

1%41hid., Penjelasan Pasal 66.
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Etika profesi adalah bilamana seorang spesialissushadapat
mengaplikasikan keahliannya dengan penuh tangguwmahb, penuh kerelaan hati
menerima dan mencoba hidup atas dasar norma-noara, mmempunyai disiplin
kerja yang tinggi yang muncul dari dalam dirinyadie sebagai konsekuensi atas
kesadaran dan tanggung jawab tersebut. Untuk medathi penyelewengan
terhadap keahliannya, seorang spesialis ahli peeinjalankan profesinya dengan
melandasi pada nilai-nilai moral. Dengan kata taidakannya harus didasarkan
pada hal-hal atau aturan-aturan dengan tujuan ymmiky Aturan-aturan dan
tujuan-tujuan baku yang baik merupakan kaidah myaab diperlukan di dalam
kelompok profesi pada umumn¥f&.

Ikatan Notaris Indonesia mendefinisikan kode edibagai: “seluruh
kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatktaris Indonesia yang
selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasarkeputusan kongres
perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang hal nuwydag berlaku bagi serta
wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkismpdan semua orang yang
menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termdsualalamnya para Pejabat
Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaig§anti Khusus®®

Sehubungan dengan adanya Kode Etik bagi paraislgtang ditetapkan
oleh lkatan Notaris Indonesia (INI), maka terhadagra Notaris diadakan
pengawasan, baik oleh instansi-instansi maupun b#tan-badan yang terkait
dengan profesi Notaris. Tujuan pengawasan ini &dagar para Notaris
memenuhi sebanyak mungkin persyaratan-persyaratkanh yang ditentukan
untuk para Notaris, untuk keamanan masyarakat aaaris itu sendiri.

Dalam hubungannya dengan bidang pasar modal, iflNwaris sebagai
pejabat umum dirasa sangat penting karena akta vangat dalam rangka
penawaran umum saham tidak hanya menyangkut kegentipara pihak yang

membuat akta, melainkan sering kali menyangkut keggentingan umum; dalam

1% pwingan SuwignyaSaudara Jangan Melakukan Pembohongan, Renvoi, Nomor :
1.49.V (3 Juni 2007), hal 32.

196 |katan Notaris Indonesia&ode Etik Notaris, (Bandung, 27 Januari 2005), Pasal 1,
Angka 2.
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hal ini kepentingan masyarakat pemodal yang naatakan menjadi pemegang
saham. Di sinilah letak fungsi sosial dari Notayang tidak hanya meliputi
pembuatan akta otentik, akan tetapi juga perbuat¢albdatan yang dikehendaki
oleh para pihak, yaitu Emiten dan masyarakat cpémodal.

Oleh karena begitu pentingnya peran Notaris dalaatugor porate action
yang dilakukan oleh Emiten, maka perlu dicermatrgg@gngan sampai Notaris
hanya mewakili kepentingan salah satu pihak tartelairi Emiten tersebut atau
mewakili pihak tertentu di luar Emiten tersebut, hisgga akan hanya
menimbulkan keuntungan kepada salah satu pihak, safau bahkan
mendatangkan keuntungan bagi diri Notaris itu genéerlu diperhatikan sejauh
mana Notaris dapat menjalankan kewenangannya dsiiatw corporate action
yang akan dilakukan oleh perusahaan publik ata&ooiten.

Perlunya Notaris yang benar-benar menjalankan pevewenang, serta
tanggung jawabnya sebagaimana seharusnya dan geN@aris yang tidak
mempunyai benturan kepentingan dalam menjalankamen@ng dan tanggung
jawabnya dalam suatcorporate action yang dilakukan oleh Perusahaan Publik
atau Emiten adalah agar kerugian dari pihak-piteatentu dapat dihindari, dan
selain itu keuntungan yang didapat nantinya oletyaaihak-pihak tertentu saja
juga dapat dihindari.

Dalam kehidupan sehari-hari, semua anggota masanaengetahui
bahwa Notaris dapat membuat suatu produk hukum yaempunyai kekuatan
hukum yang kuat. Bahkan ada beberapa produk hulkamg hanya bisa dibuat
oleh Notaris, contohnya adalah akta pendirian peaseterbatas harus dibuat oleh
seorang Notaris, tidak boleh dibuat di bawah tan@mgitu juga akta-akta yang
berkaitan dengan pasar modal, di mana banyak ketenBapepam-LK yang
mengharuskan akta-akta tersebut dibuat dengan Nddaris sejak perusahaan
tersebut pertama kali akan menjadi Perusahaan kPdaperti misalnya Rapat
Umum Pemegang Sahamnya yang harus dibuat dengaiNakdris, bukan hanya
dengan notulen Rapat di bawah tangan.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki atikang harus
dipegang teguh. Sebagai pejabat umum, Notaris:

a. Berjiwa pancasila;
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b. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notari

C.

Berbahasa Indonesia yang baik.

Sebagai profesional, Notaris:

a.
b.
C.

Memiliki perilaku profesional;
Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
Menjunjung tinggi kehormatan dan martabi&t.

Selain memiliki etika jabatan, Notaris harus meknitierilaku profesional

(professional behaviour). Unsur-unsur perilaku profesional adalah sebagai

berikut®

a. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pemgailainggi;

b. Integritas moral, artinya menghindari sesuatu yadak baik walaupun
imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profeslataskan dengan
nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama

c. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau ketigapitgiga pada diri sendiri;

d. Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkangeggabdian, tidak
membedakan antara orang mampu dan tidak mampu;

e. Berpegang teguh pada kode etik profesi karena ldindgya ditentukan
segala perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris.

3.3. ANALISIS

Benturan kepentingan yang dimaksud di sini bukgeieyang dimaksud

dalam Peraturan Bapepam Nomor [X.E.1 tentang BantuKepentingan

Transaksi Tertentu karena Notaris bukan merupakiaakpdari transaksi dalam

pasar modal. Oleh sebab itu tidak akan mungkin Md¥otdapat dikategorikan

dalam benturan kepentingan yang diatur dalam RarmBapepam Nomor IX.E.1.

Terkait hal ini dapat dikutip kembali pernyataantdde pasar modal

terkait akta yang dibuatnya, yang berisi hal-haikog: %

197 Roesnastiti PrayitnoKode Etik, Diktat Mata Kuliah Kode Etik Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, diberikan pada Tahun Aj&@h0/2011, hal. 55.

198 |hid., hal. 56.

199 Herlina Syati BachtiaiQp.Cit., hal 133-134.

Universitas Indonesia

Notaris dan benturan..., Putri Daryuli, FH Ul, 2012.



76

. Kami bertanggung jawab bahwa segala sesuatu yatahglilaksanakan
dalam rangka penawaran umum adalah tidak bertesmtandgengan

Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) date Kctik Notaris;

. Kami sebagai profesi penunjang pasar modal dalataksenakan tugas
telah bertindak sesuai dengan Notaris Reglemeta Kede Etik Notaris;

. Kami sebagai profesi penunjang pasar modal dalataksenakan tugas
bersikap independen dan tidak memiliki benturaneképgan dengan
emiten dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya;

. Kami bertanggung jawab atas penelaahan dengan tlagagabatan dan
telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan peamniniéormasi kepada
emiten dan pihak lain yang dipandang perlu. Pedanydan permintaan
informasi tersebut mencakup seluruh informasi yas®guai dengan
Notaris Regelement, Kode Etik Notaris, dan peratun@dal yang berlaku;
. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat damnsakkami yakin

bahwa pernyataan pendaftaran yang disampaikan jaegaiberhubungan
dengan tugas dan jabatan kami tidak memuat penyatau informasi

yang tidak benar, sesuai dengan akta yang kamj buat

. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat daamsak®#as pernyataan
pendaftaran sepanjang yang berhubungan dengandaggsbatan kami,
dan sesuai dengan Notaris Reglement dan Kode Eti&rid, kami yakin

bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghanérddksananya

penawaran umum ini;

. Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasattatan kami dalam
rangka penawaran umum ini, dan kami juga telah naembseluruh

prospektus dan dokumen pernyataan sepanjang yahghomgan dengan
tugas dan jabatan kami terutama untuk melihat dpakiormasi yang

dimuat sesuai dengan akta-akta yang telah kami &taa yang telah
diperlihatkan kepada kami;

. Dalam hal ditemukan adanya informasi yang tidakabemenyesatkan,
atau belum mengungkapkan informasi yang seharudinpgkapkan yang

berhubungan dengan tugas dan jabatan kami, kapanpeuntuk segera

menyampaikan informasi itu kepada Bapepam baik Iggbemaupun
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setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif ateniglak mengurangi

ketentuan hukum yang berlaku terhadap profesi kan@ngenai rahasia

jabatan.

Angka 3 dalam pernyataan Notaris inilah yang akbalths dalam tulisan
ini, terkait Notaris dan benturan kepentingan, lukaenturan kepentingan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam NXr&ot.

Dalam angka 3 pernyataan Notaris di atas, disebubk@hwa Notaris
sebagai profesi penunjang pasar modal dalam melakaa tugas bersikap
independen dan tidak memiliki benturan kepenting@mgan emiten.

Terkait hal ini timbul pertanyaan, apa yang dimakslengan benturan
kepentingan antara Notaris dan emiten? Atas peatanyersebut jawaban yang
paling sederhana adalah benturan kepentingan memipsegala faktor yang
dapat mempengaruhi independensi Notaris dalam patauakta. Namun
penjelasan ini juga belum memadai karena masitapatdarea yang tidak jelas
terkait faktor-faktor apa saja yang dapat memparngandependensi Notaris
tersebut.

Aturan-aturan yang berkaitan dengan independenstardo dalam
pembuatan akta dapat ditemukan dalam UUJN. Seiajreturan afiliasi dalam
UUPM juga dapat dijadikan patokan mengenai hubwigdiungan antara para
pihak yang dapat dianggap mempengaruhi independevesiurut hukum,
walaupun bukan untuk Notaris secara khusus.

Dalam Pasal 52 UUJN telah disebutkan larangan bagaris untuk
membuat akta bagi:

1. diri sendiri;

2. istri/suami, atau

3. orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaagateNotaris, baik
karena perkawinan maupun hubungan darah dalam lggtasunan lurus
ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan dseajatdalam garis ke
samping sampai dengan derajat ketiga, serta mepjadk untuk diri
sendiri, maupun dalam suatu kedudukan, ataupun adempgrantaraan
kuasa.
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Dan Pasal 53 UUJN menyebutkan bahwa akta Notda& tooleh memuat
penetapan atau ketentuan yang memberikan sesudketatungan badi'®
a. Notaris, istri atau suami Notaris;
b. Saksi, istri atau suami saksi; atau
c. Orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengemi®atau saksi,
baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas kgalbawah tanpa
pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sdemggan derajat
ketiga.

Ketentuan Pasal 52 ddan 53 UUJN di atas membesé&dikit acuan bagi
Notaris dalam kaitannya dengan benturan kepentimgdam pembuatan akta.
Notaris tidak dapat membuat akta bagi pihak-pihakgydisebutkan dalam Pasal
52 UUJN tersebut, baik untuk diri mereka sendiriaupun dalam suatu
kedudukan, serta mengenai segala sesuatu yangitkaemalam Pasal 53 UUJN.

Akan tetapi, dalam pasar modal banyak sekali pyekg dapat terkait
dalam suatu akta, karena pasar modal meliputi hasghkali pihak yang terkait,
baik itu emiten, lembaga penunjang pasar modafegrpenunjang pasar modal,
masyarakat pemodal, serta pihak-pihak lainnya yé&erait baik langsung
maupun tidak langsung. Dengan banyaknya pihak-pyealg terkait ini, akan
sulit menentukan batasan pihak-pihak mana saja gapgt menjadi pihak dalam
suatu akta yang dapat mempengaruhi independenarisidlam pembuatan akta
tersebut.

UUPM Pasal 1 angka 1 mengatur mengenai afiliagi)ya

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturumampa dengan
derajat kedua, baik secara horizontal maupun \&ytidimana yang
dimaksud hubungan darah karena perkawinan adalah:

1. Suami atau isteri;

2. Orang tua dari suami atau isteri atau isteri daaka(derajat satu

vertikal);

119 |ndonesialUndang-Undang tentang Jabatan Notaris, Op.Cit., Pasal 53.

1 IndonesialUndang-Undang tentang Pasar Modal, Op.Cit., Pasal 1 angka 1.
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3. Kakek atau nenek dari suami atau isteri, dan swseu isteri cucu
(derajat kedua vertikal);
4. Saudara dari suami atau isteri beserta suami stiawinya dari saudara
yang bersangkutan (derajat kedua horizontal);
5. Suami atau isteri dari saudara orang yang bersaagku
Dan hubungan darah karena keturunan adalah hubsegaonrang dengan:
1. Orang tua dan anak (derajat pertama vertikal);
2. Kakek dan nenek serta cucu (derajat kedua vertiéah
3. Saudara dari orang yang bersangkutan (derajat Keahimontal).
b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direkturjdans;
c. Hubungan antara dua perusahaan dimana terdapeadtaatiebih anggota
direksi atau dewan komisaris yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak baik dacgsung maupun
tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan perlasahaan tersebut;
e. Hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikak lbagsung
maupun tidak langsung oleh pihak yang sama;
f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang satrmae ut
Ketentuan afiliasi ini tidak berlaku bagi seorangt?dis karena seorang
Notaris bukanlah pihak dari transaksi yang berlangsdi pasar modal. Namun
penjabaran ini cukup membantu dalam mengklafisikasbungan-hubungan
afiliasi yang mungkin terjadi dalam kegiatan di grasodal yang pada akhirnya
dapat mengakibatkan benturan kepentingan bagi idatalam pembuatan akta.
Tidak akan menutup kemungkinan bahwa Notaris yaemgbuat akta-akta
otentik bagi emiten masih mempunyai hubungan kghuatengan pihak-pihak
yang mempunyai kepentingan dalam suatu transaksgase emiten. Seperti
misalnya Notaris mempunyai hubungan darah dendah satu pemegang saham
atau salah satu Direksi atau Komisaris. Hal ineseénya lebih jauh diatur dalam
peraturan perundang-undangan di bidang pasar madalk menghindari
keberpihakan Notaris tersebut kepada salah satak pyang mendatangkan
keuntungan bagi pihak tersebut serta pula kerugag pihak lainnya. Karena
akan sangat sulit untuk menerapkan sejauh manal BasaJUPM dapat

diterapkan dalam hal Notaris membuat akta yangutenhgan dengan anggota

Universitas Indonesia
Notaris dan benturan..., Putri Daryuli, FH Ul, 2012.



80

keluarganya karena dalam UUPM dan peraturan Bapejoiai diatur mengenai
hal ini secara terperinci. Benturan kepentinganhaius sangat dihindari demi
mencegah terjadinya keuntungan dan kerugian yatak tadil bagi para pihak
yang terlibat.

Peraturan perundang-undangan tidak mengatur spdasaakan batasan-
batasan bagi Notaris dalam membuat akta jika terjotensi benturan
kepentingan dengan salah satu pihak. Akan tetapukuNotaris sebagai suatu
profesi, peraturan perundang-undangan bukanlahssaimmya acuan bagi para
Notaris dalam menjalankan jabatannya. Terdapat KBtk Notaris sebagai
kumpulan acuan tingkah laku dan profesionalitaatg Notaris.

Berdasarkan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesid){IN

Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan, atadlakan yang harus
dilakukan anggota Perkumpulan maupun orang lairg yaemangku
dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka manjdan
memelihara citra wibawa lembaga Notariat dan meuapm tinggi
keluhuran harkat dan martabat jabatan Notafis.

Larangan adalah sikap, perilaku, perbuatan, atalakian yang tidak
boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupungotain yang
memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalamkeamenjaga
dan memelihara citra wibawa lembaga Notariat danjumgung tinggi
keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

Dan dalam Pasal 3 Angka 4 Kode Etik INI disebutkeiwa Notaris
wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, p#nrasa tanggung jawab,
berdasarkan peraturan perundang-undangan damrige$ijabatan Notaris?

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mesmgkan
sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Mentaui ge¢jabat yang ditunjuk.
Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (tbybgrsebagai berikdt-

“Saya bersumpah/berjaniji:
Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara lkelpalonesia,
Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara ReplidiGnesia

112 |katan Notaris Indonesi@p.Cit, Pasal 1 Angka 10.
131pid., Pasal 1 Angka 11.
14 1pid., Pasal 3 Angka 4.

15 Indonesialundang-Undang tentang Jabatan Notaris, Op.Cit., Pasal 4 ayat (2).
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Tahun 1945. Undang-Undang tentang Jabatan Nosafitg peraturan
perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengamahmiajur,
seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saga, akan
menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode mrtikesi,
kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya a@elataris.
Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keteraygag
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatanbaik secara
langsung maupun tidak langsung, dengan nama af#u aj@apun,
tidak pernah dan tidak akan memberikan atau mekgmjsesuatu
kepada siapapun.”

Selain itu dalam Mukadimah Anggaran Dasar INI (AD)Idisebutkan:*®

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukamgy

berdasarkan Pancasila, dimana setiap warganya tutitimntuk

berperan serta dalam menegakkan hukum, keadilankelenaran,
guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, setiap pehg#dn aparat
hukum dituntut memiliki tekad untuk menegakkan huklkeadilan,

dan kebenaran sebagai perwujudan dari rasa tangguvep dan
pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Nusa, Bategs&legara.
Bahwa Notaris sebagai pejabat umum dan salah satur pengabdi
hukum, berkewajiban untuk turut menegakkan hukusuaedengan
profesinya, dengan menyumbangkan tenaga dan pikisanta

melakukan tugasnya dengan amanah, jujur, seksaraadim dan

tidak berpihak.

Dan dalam Pasal 13 ayat (1) AD INI dinyatakan balmntuk menjaga
kehormatan dan keluhuran martabat jabatan NotBeskumpulan mempunyai
Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres darupakan kaidah moral
yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpitan.

Dari segala hal-hal yang telah diuraikan di ateaspasuk mengenai apa-
apa yang telah diatur dalam peraturan perundangagah dan disinggung dalam
Kode Etik, Anggaran Dasar, serta kaedah-kaedah Ineiranya sebagai acuan
bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, terutdalam kaitannya dengan

potensi benturan kepentingan dengan pihak-pihak yarkait dalam suatu akta,

118 |katan Notaris IndonesiaAnggaran Dasar, Hasil Kongres XIX Ikatan Notaris
Indonesia (Jakarta, 28 Januari 2006), Mukadimah.

7bid., Pasal 13 ayat 1.
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maka sekalipun tidak ada larangan yang tegas yaewggatur secara khusus
mengenai hal tersebut, Notaris sebagai pejabat ugamnyg tidak berpihak harus
secara tegas menghindari adanya konflik kepentingatara dirinya sebagai
pribadi dan jabatannya sebagai Notaris yang dapatmpengaruhi
independensinya. Akan sangat sulit untuk memberba@tasan, serta klasifikasi
akan tindakan mana yang dilakukan semata-mata aebagian dari profesinya,
serta tindakan mana yang dilakukan Notaris kareepemktingan pribadinya
apabila Notaris memiliki benturan kepentingan dafgmbuatan suatu akta. Oleh
karena itu, Notaris tidak seharusnya membuat aktakusuatu transaksi atau
tindakan hukum lainnya yang akan membawa keuntubhggindirinya atau pihak-
pihak lain yang terkait dengan Notaris tersebukalggun undang-undang tidak
melarang Notaris untuk membuat akta dalam kon@isgydemikian. Hal ini harus
merupakan kesadaran dari Notaris sendiri berdasakade Etik dan segala
acuan moral bagi profesi jabatan Notaris yang smsinga selamanya netral dan
tidak berpihak.

Terkait dengan potensi benturan Kkepentingan Notani dapat
dikemukakan contoh sebagai berikut.

Salah satu Notaris Pasar Modal di Indonesia (seiayg disebut Notaris
A) menjabat Komisaris Non Independen dalam saléih garusahaan terbuka di
Indonesia (selanjutnya disebut PT X Tbk).

Notaris A sebagai Komisaris dari PT X Tbk bukantétiak dalam sebuah
akta akan transaksi yang dilakukan oleh perusateeebut, oleh karenanya
larangan pembuatan akta seperti yang dimaksudkamddasal 52 UUJN tidak
dapat diaplikasian dalam hal ini, karena pasaletars hanya memberikan
larangan untuk membuat akta dengan Notaris itu isesebagai pihak, baik
selaku pribadi maupun karena jabatannya. NotarisuRan penghadap dalam
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PT X Tlahisgga secara hukum tidak
ada larangan yang pasti bagi Notaris A tersebuitkuntembuat akta-akta untuk
perseroan yang bersangkutan, maupun pihak-pihak la@ing merupakan
afiliasinya.

Namun hal ini akan berbenturan dengan ketentuaatgab Notaris,

sumpah jabatan, Kode Etik Notaris, maupun AnggaBasar INI, yang
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kesemuanya dengan tegas menyatakan keharusansNatawk bersikap netral,
independen, jujur, dan tidak berpihak dalam menjada profesinya sebagai
pejabat umum.

Notaris A menjabat sebagai Komisaris Non Indeperl€nX Tbk, oleh
karena itu, Notaris A jelas-jelas memiliki kepegm dalam transaksi-transaksi
yang dilakukan oleh perseroan tersebut, walaupartidiak menandatangani akta
sebagai pihak dalam transaksi. Dengan demikiargndaetiap transaksi yang
dilakukan oleh PT X Tbk, afiliasinya, maupun pihgikak lain yang memiliki
potensi memberikan keuntungan bagi PT X Tbk bataisse langsung maupun
tidak langsung, Notaris A tidak akan dapat bersikejependen dan netral, dan
oleh karenanya, dia tidak seharusnya membuat &ksadatuk transaksi-transaksi
yang bersangkutan.

Hal ini mungkin tidak ditegaskan dalam undang-umgdamamun Notaris
adalah pejabat umum sekaligus profesi penunjangrpeodal dan memiliki
kewajiban menjaga harkat dan martabat jabatannydarid sebagai Profesi
Penunjang Pasar Modal (PPPM) merupakan salah stdluppasar modal, dan
oleh karena itu harus ikut membantu dan mengemliaangksar modal dan turut
bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaimgah kewajibanny2®,
yakni menjaga independensinya dan tidak berpihalg y@ada gilirannya akan
mewujudkan penegakan keadilan dan kepastian hukalamdpembuatan akta
bagi pihak-pihak yang terlibat, serta masyarakaigumal pada umumnya.

18 M. Irsan Nasarudin dan Indra Sur@p.Cit., hal.19.
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BAB 4
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dan pembahasan yang dinyatakan di bab-bab

sebelumnya terkait proporsionalitas perlindungan dalam perjanjian sewa-

menyewa rumah baik dalam peraturan maupun dalam perjanjian yang dianalisis,

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1

Peranan Notaris dalam ha terjadi transaksi yang mengandung benturan
kepentingan adalah membuat akta notariil yang menyatakan persetujuan
pemegang saham independen melalui RUPS tentang pelaksanaan transaks
yang mengandung benturan kepentingan tersebut. Terhadap peranannya ini,
muncul pula tanggung jawab Notaris apabila terjadi transaks yang
bersangkutan, yaitu dengan meneliti keabsahan hal-ha yang menyangkut
penyelenggaraan RUPS, serta memastikan bahwa ketentuan-ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan telah dijalankan
sebagaimana mestinya, misalnya mengena masalah kuorum, dan apakah
benar pemegang saham yang hadir adalah pemegang saham independen dan
telah memenuhi kuorum kehadiran dan persetujuan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang terkait. Notaris harus teliti, cermat, dan
bertanggung jawab dalam jabatannya untuk memastikan bahwa akta yang
dia buat mengenai risdlah RUPS tentang persetujuan pemegang saham
independen atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan telah
memenuhi apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
tentang transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut sehingga
pada gilirannya hak-hak dan kepastian hukum pemegang saham independen
dapat terlindungi dan juga sekaligus mencegah persoalan hukum di
kemudian hari.

Batasan terhadap Notaris untuk menjalankan wewenangnya apabila terlibat
dalam potensi benturan kepentingan dalam pembuatan akta terkait suatu
transaks tidak banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan

karenanya mengacu pada Kode Etik Notaris dan peraturan-peraturan lainnya
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yang mengharuskan Notaris untuk tidak boleh memihak sehingga Notaris
tidak bolen membuat akta jika Notaris tersebut berpotensi mendapat
keuntungan dalam suatu transaksi yang pada akhirnya akan berpengaruh
pada independensinya dalam pembuatan akta tersebut. Satu-satunya aturan
yang mendekati yang dapat dijadikan acuan bagi Notaris terkait batasan
kewenangan ini terdapat dalam Pasal 52 UUJN serta Pasal 53 UUJN.
Namun pasar modal mencakup banyak pihak yang terlibat yang membuka
luasnya kemungkinan terjadi benturan kepentingan bagi Notaris untuk
membuat akta. Aturan dalam Pasal 52 dan 53 UUJN ini menjadi terlalu
sempit dan sukar untuk diterapkan dalam pasar modal. Dengan demikian,
Notaris harus mengacu pada sumpah jabatan dan kode etik Notaris sebagai
acuan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Baik dalam sumpah
jabatan dan Kode Etik Notaris, selalu ditekankan kewajiban bagi Notaris
dalam membuat akta, yaitu menjaga independensi, tidak berpihak, dan
menjaga kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai seorang
Notaris. Hal ini berarti Notaris harus kembali pada moral jabatannya jika
dihadapkan pada situasi benturan kepentingan ini, dimana sekalipun tidak
ada larangan yang tegas yang mengatur secara khusus mengenai hal tersebut,
Notaris sebagai pejabat umum yang tidak berpihak harus secara tegas
menghindari adanya konflik kepentingan antara dirinya sebagai pribadi dan
jabatannya sebagal Notaris yang dapat mempengaruhi independensinya.

4.2. SARAN
Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, dapat diberikan saran-saran
sebagal berikut:

1. Terkait pokok permasalahan yang pertama, dalam hal terdapat suatu
transaks yang mengandung benturan kepentingan, para pihak yang terlibat
dalam transaksi dan juga Notaris harus bekerja sama untuk memperhatikan
terpenuhinya syarat-syarat dan formalitas hukum dalam melaksanakan
transaks yang bersangkutan untuk menjaga kepentingan dan perlindungan
hukum para pihak, terutama pemegang saham independen sebaga pihak
yang paling mungkin dirugikan dalam transaksi tersebuit;
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2. Terkait pokok permasalahan yang kedua, kepada Notaris disarankan untuk

menjaga independensinya dalam pembuatan akta. Apabila terdapat
benturan kepentingan yang akan mempengaruhi independensinya dalam
pembuatan suatu akta, Notaris tidak boleh membuat akta tersebut.
Sekaipun ini tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, namun
Notaris tetap harus mengacu pada kode etik dan moral profesionalitas
dalam menjalankan jabatannya;
Sedangkan kepada otoritas pasar modal serta jabatan Notaris, peraturan
perundang-undangan yang lebih tegas yang mengatur mengenai potensi
benturan kepentingan bagi Notaris pasar modal dalam menbuat akta sangat
diperlukan untuk menghindari keragu-raguan bagi Notaris mengenai
wewenangnya dalam membuat akta jika terdapat potensi benturan
kepentingan yang demikian. Dengan adanya peraturan yang lebih jelas dan
terperinci, Notaris akan terhindar dari kemungkinan melanggar moral
jabatannya dan pada akhirnya kepentingan semua pihak yang terlibat
dalam transaksi tersebut akan dapat terlindungi tanpa adanya keberpihakan
yang tidak adil pada salah satu pihak saja

Universitas Indonesia
Notaris dan benturan..., Putri Daryuli, FH Ul, 2012.



87

DAFTAR REFERENSI

Buku

Bachtiar, Herlina Syati. Serial Contoh Akta Notaris dan Akta di Bawah Tangan
Buku VII Mengenai Go Public (Initial Public Offering=1PO). Bandung:
CV Mandar Maju. 2003.

Fuady, Munir. Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum): Buku Kedua. Bandung:
Citra Aditya Bakti. 2003.

. Perseroan Terbatas Paradigma Baru. Cet.1. Bandung: PT Citra
Aditya Bakti. 2001.

Lumban Tobing, G.H.S. Peraturan Jabatan Notaris. Cet.5. Jakarta: Erlangga
1999.

Mamudji, Sri, et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Depok: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.

Muhammad, Abdul Kadir. Etika Profes Hukum. Bandung: Citra Adiya Bakti.
1997.

Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya Aspek hukum Pasar Modal Indonesia.
Jakarta: Kencana. 2004.

Pengurus Pusat |katan Notaris Indonesia. Jati Diri Notaris Indonesia Dulu,
Sekarang, Dan Di Masa Datang. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Situmorang, M. Paulus. Pengantar Pasar Modal. Jakarta: Mitra WWacana Media.
2008.

Subekti, R. Hukum Pembuktian. Cet.X1. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 1995.

Susanto, Herry. Peranan Notaris dalam Menciptakan Kepatutan dalam Kontrak.
Cet.l. Yogyakarta: Penerbit FH Ull Press. 2010.

Supriadi. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar
Grafika. 2006.

Suta, | Putu Gede Ary. Menuju Pasar Modal Modern. Jakarta: Yayasan SAD
SATRIA BHAKTI. 2000.

Tan Thong Kie. Sudi Notariat: Serba Serbi Praktek Notaris. Jakarta: PT Ichtiar
Baru Van Hoeve. 2000.

Universitas Indonesia
Notaris dan benturan..., Putri Daryuli, FH Ul, 2012.



88

Widjgja, I.G. Rai. Merancang Suatu Kontrak. Ed. Revisi. Cet. ke-5. Jakarta:
Kesaint Blanc. 2008.

Wilamarta, Misahardi. Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good
Corporate Governance. Cet.2. Jakartas Program Pascasarjana Fakultas
Hukum Universitas Indonesia. 2005.

Y uhasarie, Emmy. Prosiding-Kredit Sndikasi dan Restrukturisasi. Jakarta: Pusat
Pengkajian Hukum. 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Peraturan Nomor
VII1.D.1 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar
Modal. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-
37/PM/1996.

. Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan
Kepentingan Transaks Tertentu. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-412/BL/20009.

. Peraturan Nomor | X.F.1 tentang Penawaran Tender. Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-04/PM/2002.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Cet
XIX. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya
Paramita. 1995.

. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. UU Nomor 30 Tahun 2004.
LN Tahun 2004 Nomor 117. TLN Nomor 4432.

. Undang-Undang tentang Pasar Modal. UU Nomor 8 Tahun 1995. LN
Nomor 64 Tahun 1995. TLN Nomor 360.

. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. UU Nomor 40 Tahun
2007. LN Tahun 2007 Nomor 106. TLN Nomor 4756.

Internet

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga K euangan, Press Release Penerbitan
Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan.
http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/. 12 Desember 2008.

Notaris. http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris. Diunduh tanggal 12 April 2012.

Tirthayatra, | Made. Benturan Kepentingan. http://made-tirthayatra.blogspot.com.
28 Oktober 2010

Universitas Indonesia
Notaris dan benturan..., Putri Daryuli, FH Ul, 2012.



89

Sumber Lain

Clark, Robert Charles. Corporate Law. Aspen Law & Business, Aspen Publisher
Inc. 1986. Dalam Heryadi Indrakusuma. Tinjauan Hukum Atas Efektivitas
Perlindungan Kepada Pemegang Saham Minoritas/Independen Pada
Transaks Benturan Kepentingan. Tesis Program Pascasarjana Fakultas
Hukum Universitas Indonesia. 2006.

Daniri, Mas Achmad. Good Corporate Governance. Makalah disampaikan pada
Lokakarya Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Jakarta. 8-9 September
2004.

Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris. Bandung. 27 Januari 2005.

. Anggaran Dasar. Hasil Kongres XIX lkatan Notaris Indonesia.
Jakarta. 28 Januari 2006.

Nefi, Arman. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Slide Bahan Kuliah
Hukum Pasar Modal Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Pokok
Bahasan Il. Diberikan pada tahun gjaran 2011/2012.

Nursanto, Nindya Peranan dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Profesi
Penunjang Pasar Modal terhadap Perusahaan yang Melakukan Initial
Public Offering (IPO) Saham. Depok: Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.

Suwignya, Dwingan. Saudara Jangan Melakukan Pembohongan. Renvoi. Nomor:
1.49.V. 3 Juni 2007.

Theresia, Melani. Pengawasan Terhadap Profesi Notaris oleh Majelis Pengawas
Daerah yang Bersifat Preventif dan Kuratif Berdasarkan Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Depok:
Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Indonesia. 2006.

Universitas Indonesia
Notaris dan benturan..., Putri Daryuli, FH Ul, 2012.



	Halaman judul
	Abstrak
	Daftar isi
	Bab I
	Bab II
	Bab III
	Kesimpulan dan Saran
	Daftar pustaka

